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Artinya: Dan Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu,
dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang
laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan
kepada mereka dengan karunia-nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha
Mengetahui. (Al-Qur’an Surah An-Nur: 32)*

! Al-Mizan Publishing House, Al-Qura’an Dan Terjemahannya, 355
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Abstrak

Ja’far Shadik, 2021: Peran KUA dalam Meminimalisasi Praktik Nikah Siri Di
Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep 2021.

KUA memiliki peran penting dalam menertipkan perkawinan dalam
wilayahnya, menjalankan program kerjanya dengan terstruktur sehingga dapat
menyelesaikan permasalahan dalam bidang perkawinan. Pernikahan siri yang
terjadi pada wilayah KUA Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep
merupakan pernikahan yang hanya dilakukan berdasarkan Agama Islam dan adat
istiadat saja, dan pelaksanaannya hanya dilakukan di hadapan Kkiai tanpa
melibatkan Pejabat KUA.

Penelitian ini terfokus pada masalah sebagaimana berikut: 1). Bagaimana
Praktik Nikah Siri di kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep? 2). Apa saja
Faktor-faktor terjadinya Praktik Nikah Siri di Kecamatan Pasongsongan
Kabupaten Sumenep? 3). Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama Dalam
Meminimalisir Praktik Nikah Siri di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten
Sumenep?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah; 1). Untuk mengetahui Praktik
Nikah Siri di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep. 2). Untuk
mengetahui Faktor-faktor Praktik Nikah Siri di Kecamatan Pasongsongan
Kabupaten Sumenep. 3). Untuk mengetahui Peranan KUA Dalam meminimalisir
Praktik Nikah Siri di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan
(field riseach) dan bersifat deskriptif kualitatif dan didukung oleh penelitian
empiris. Sumber data dari penelitian ini didapatkan melalui hasil observasi,
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu
menggunakan analisis kualitatif yang diantaranya adalah reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian ini vyaittu; 1). Praktik nikah siri yang
dipraktekkan masyarakat wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pasongsongan dilakukan dengan cara kesepakan diantara kedua wali mempelai
yang kemudian mendatangkan seorang Kiai atau ustad untuk menikahkannya, 2)
Adapun beberapa faktor yang menyebabkan adanya pernikahan siri yaitu
menjauhi zina, hendak berpoligami, kurangnya umur menikah, 3). Adapun upaya
yang dilaksanakan KUA Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep dalam
mengurangi praktik nikah siri yaitu dengan cara sosialisasi pada saat selesai
menikahkan calon mempelai, serta solusi jika sudah melakukan perkawinan di
luar KUA adalah dengan cara isbad nikah. Selain itu juga melakukan sosialisasi
oleh penyuluh yang teknisnya diserahkan kepada penyuluh itu sendiri dan
umumnya dilakukan pada saat ada acara pengajian di desa-desa.

Kata kunci: Peran KUA, PMA No. 34 Tahun 2016, Nikah Siri
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah memberi suasana baru terhadap pemerintah daerah
dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah. Adanya undang-
undang tersebut, pemerintah kota atau kabupaten mempunyai kebijakan dalam
mengatur wilayahnya masing-masing tanpa ada lagi campur tangan dari
lembaga pemerintahan pusat. Pemerintah kota atau kabupaten memiliki hak
otonomi daerah atau kekuasaan sendiri dalam memajukan dan meningkatkan
daerahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Agar otonomi daerah bisa
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan hasil akhir yang akan diperoleh,
pemerintah harus mampu dalam melaksanakan pengawasan serta bimbingan
dengan cara memberikan acuan, arahan, standar bimbingan, pelatihan,
koordinasi, pengendalian, supervise, memonitor serta mengevaluasi. Demikian
dilakukan supaya usaha kerja penyelenggara pemerintah daerah selalu sejalur
bersamaan sesuatu yang hendak dicapai tubuh Negara Kesatuan Republik
Indonesia®.

Kantor Urusan Agama (KUA) vyaitu lembaga kementerian yang
bertempat di kecamatan. Adanya KUA ini berfungsi sebagai bagian yang

menduduki posisi paling bawah menteri agama dan memiliki peran serta tugas

2 Hikmah Hijriani, Implementasi Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara, Vol. 3 No. 2 2015, 535



yang begitu penting dalam wilayahnya. Salah satunya adalah menertibkan
perkawinan yang berada di wilayah kerjanya.

Selanjutnya Undang-undang No 1 Tahun 1947 perihal Perkawinaan
menyebutkan terkait pernikahan akan dianggap sah jika dilakukan selaras
dengan ketentuan aturan agama serta kepercayaanya, dan setiap perkawinan
harus dilakukan dicatatkan.® Dengan adanya peraturan tersebut, secara
otomatis mewajibkan bagi semua pasangan yang hendak melakukan
perkawinan untuk mencatatkannya di Kantor Urusan Agama. Mencatatkan
perkawinan dianggap sangat dibutuhkan bagi sah atau tidaknya suatu
pernikahan. Demikian ini, bermaksud memberikan perlindungan terhadap
masyarakat dalam melakukan pembinaan kepada keluarganya. Selanjutnya,
pencatatan pernikahan dilakukan guna mencapai perlindungan, kepastian dan
hal-hal yang sudah ditentukan oleh hukum terhadap suami-istri serta sanak
keluarganya®, juga terjaminnya keamanan hukum kepada sesuatu yang timbul
akibat dari suatu perkawinan seperti hak waris dan lain sebagainya.

Bagi orang Islam pernikahan akan dianggap sah apabila pernikahan itu
dilaksanakan sesusai dengan ketentuan kompilasi hukum Islam sama persis
dengan yang disebutkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada
pasal 2 ayat (1) dan (2). Selanjutnya Nabi Muhammad SAW yang tak lain

adalah pemimpin akhir zaman ummat Islam menganjurkan bahwa pernikahan

* Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 Tentang Perkawinan

* Liky Faizal, Akibat hukum pencatatan perkawinan, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publica
tions/58206- 1 D-akibat-hukum-pencatatan-
perkawinan.pdf&ved=2ahUKEwikxI7voejzAhUwgtgFHQ7VDCsQFnoECAMQBg&usg=A0vVa
WOPWOPOphPg9mktLQXZeKwt



itu harus diumumkan supaya banyak orang yang mengetahuinya. Namun,
realitasnya masih ditemukannya pernikahan yang dilakukan dengan tidak
mengumumkannya dan ditemukannya pula praktik pernikahan yang dilakukan
berbeda dengan ketentuan yang telah disepakati oleh negara, masih saja terjadi
pernikahan yang dilakukan diluar pengetahuan lembaga KUA seperti halnya
pernikahan siri.

Pernikahan siri merupakan suatu pernikahan yang melanggar undang-
undang perkawinan. Pernikahan siri yaitu pernikahan yang hanya
dilangsungkan berlandaskan agama serta adat istiadat saja, tetapi
disembunyikan dari kalangan masyarakat luas dan tidak dilakukam pencatatan
resmi dihadapan lembaga pencatatan negara dalam hal ini KUA dikhususkan
untuk ummat Islam dan Kantor Pencatatan Sipil bagi non Islam”.

Pernikahan siri adalah suatu perkawinan yang pelaksanakannya
mengacu terhadap aturan syariat, yaitu menghadirkan wali, saksi dan kiai yang
telah ditunjuk sebagai orang yang akan menikahkan. Perkawinan model
seperti ini dilakukan di rumah calon mempelai atau bisa juga di rumah tokoh
masyarakat dan dilakukan tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak KUA®.

Akibatnya perkawinan dilaksanakan tidak selaras dengan aturan yang
sudah diberlakukan negara. Perkawinan tidak bisa diakui keabsahannya
apabila belum dilakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan dilakukan
bertujuan untuk menertibkan administrasi dalam pemerintahan, keterjaminan

hukum yang jelas suami-istri, anak serta kepastian hukum terhadap suatu hak

> Vivi Kurniawati, Nikah Siri, (Jakarta: Rumah Figih Publising, 2019) 11
® Sukardi Paraga, Nikah Siri (Perspektif Hukum Islam Kontemporer), JURNAL PENDAIS Volume
1 No.2, Desember 2019, 144



yang ditimbulkan seperti halnya hak pewarisan, hak dalam mendapatkan akte
lahir dan lain sebagainya’.

Jika dilihat dari penjelasan di atas, pernikahan siri merupakan bagian
diantara pernikahan yang dapat menimbulkan permasalahan dan seringkali
mengedepankan kepentingan ego semata. Praktik pernikahan yang demikian,
bisa menyebabkan suatu implikasi negatif, seperti halnya hubungan
perkawinan yang tidak jelas, status anak yang dilahirkan, dan tidak adanya
jaminan hukum, atau pengingkaran yang mungkin terjadi dalam suatu
pernikahan. Hal ini terjadi akibat dari perkawinan yang tidak dilengkapi
dengan surat resmi atau akta perkawinan sebagai bukti autentik seseorang
telah melangsungkan perkawinan dan telah mencatatkannya pada lembaga
KUA atau Lembaga Pencatatan Sipil.

Praktik kawin siri masih saja terjadi di wilayah kerja KUA
Pasongsongan, namun jumlahnya tidak diketahuai nominalnya karena belum
adanya pendataan yang dilakukan secara reperesentatif dan resmi. Sehingga
penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih mendalam terkait peran KUA
dalam meminimalisasi praktik nikah siri. Karena sebagaimana yang telah
dijelaskan dalam PMA No.34 Tahun 2016 bahwa lembaga KUA merupakan
lembaga yang melaksanakan beberapa kewajiban kementerian agama yang
berkedudukan di kecamatan juga bertanggung jawab terhadap masyarakat
yang berada di wilayahnya tersebut. Adapun peran dan fungsi KUA

sebagaimana yang diamaksud adalah, diantaranya adalah:

7 Anwar Rachman, dkk. Hukum Perkawinan Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum
Islam, Dan Hukum Administrasi), (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2020).64



1. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah
dan rujuk

2. Menyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam

3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA
Kecamatan

4. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah

5. Pelayanan bimbingan kemasjidan

6. Pelayanan bimbingan hisab dan rukyat dan pembinaan Syariah

7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam

8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan

9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
Adapun pemaparan dari Kepala KUA Pasongsongan yaitu, Masyarakat

melakukan pernikahan siri dengan cara mendatangkan tokoh masyarakat,

ustad, atau bisa juga kiai kerumahnya yang kemudian memintanya untuk

menikahkan calon mempelai, ada juga yang datang langsung ke tempat

kiainya dengan membawa wali dan saksi. Hal ini dilakukan tanpa adanya

pemberitahuan kepada pihak KUA. Sebenarnya dalam praktik pernikahan

seperti ini bukan tidak boleh dilakukukan, akan tetapi karena Indonesia adalah

negara hukum dan mewajibkan semua perkawinan harus tercatat, maka

harusnya ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak KUA selaku pihak

yang berwenang yang bertanggung jawab dalam suatu perkawinan dan



mengurus semua administrasi yang dibutuhkan, bukan malah melakukan
pernikahan dengan caranya sendiri®.

Adanya praktik pernikahan siri sebagaimana yang telah dimaksud di
atas, pihak KUA masih belum juga melakukan upaya yang rutin dalam
menangani pernikahan siri tersebut, karena masih belum terakumulasinya
berapa jumlah pernikahan siri yang terjadi di masyarakat. Hanya saja ada
sedikit upaya dalam meminimalisir praktik pernikahan yang dilakukan secara
siri oleh KUA Kecamatan Pasongsongan diantaranya:

Pertama, melakukan sosialiasi, sosialisasi ini dilakukan melalui
penghulu sebagai perwakilan dari pihak KUA, penghulu pada saat selesai
menikahkan calon mempelai, juga menyampaikan bahwa dalam perundang-
undangan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengharuskan
warganya yang ingin melangsungkan pernikahan harus berumur 19 tahun baik
berlaku pada pria maupun wanita dan harus mencatatkannya di Pegawali
Pencatatan, menyampaikan tentang implikasi apa saja yang ditimbulkan dari
pernikahan yang dilakukan dengan cara tidak dicatatkan, serta manfaat dari
pencatatan perkawinan itu sendiri dan menghimbau kepada seluruh
masyarakat untuk tidak lagi meneruskan praktik pernikahan yang dilakukan
tanpa sepengetahuan KUA®.

Dari penjelasan di atas, kita ketahui bahwa peran KUA dalam
meminimalisasi praktik nikah siri yang masih terus terjadi di wilayah

Kecamatan Pasongsongan belum ditangani secara khusus, hanya saja pihak

® Wawancara degan bapak Faisal selaku kepala KUA Kecamatan Pasongsongan pada 21 Juli 2020
¥ Wawancara degan bapak Faisal selaku kepala KUA Kecamatan Pasongsongan pada 21 Juli 2020



KUA telah melaksanakan upaya dengan cara mensosialisasikan kepada
masyarakat agar tidak mempraktikkan kembali pernikahan yang melanggar
hukum seperti pernikahan siri dan lain-lain.

Dalam upaya sosialisasi kepada warganya, KUA berperan dengan
dibantu pihak lain diantaranya adalah meminta bantuan kepada pihak
penghulu dan aparatur desa. Namun, karena kurangnya komunikasi yang
intens terhadap aparatur desa yang telah menjalin kerjasama, menyebabkan
minimnya informasi yang diterima lembaga KUA tentang adanya praktik
nikah siri, sehingga luput dari pantaun Kantor Urusan Agama dan berapa
jumlah pernikahan siri setiap tahunnya.

Berangkat dari keprihatinan penulis terhadap praktik pernikahan siri
yang masih terus terjadi dan masih dilakukan hingga kini oleh masyarakat
Pasongsongan, membuat penulis tertarik dan memiliki keinginan yang sangat
kuat untuk mengetahui lebih lanjut terkait fungsi dan peran KUA dalam
Meminimalisir Praktik Perkawinan Siri.

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melaksanakan sebuah
penelitian yang merupakan persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana.
Penulis  mengangkat sebuah  judul “PERAN KUA DALAM
MEMINIMALISASI PRAKTIK NIKAH SIRI DI KECAMATAN

PASONGSONGAN KABUPATEN SUMENEP 2021”.



B. Fokus Penelitian

Dalam metode pnelitian kualitatif, perumusan masalah idiom dengan
terma fokus penelitian. Dalam hal ini dicantumkan beberapa fokus
permasalahan sehingga dicapai suatu jawaban melalui penelitian'®. Adapun
fokus peneliti penulis sesuai problematika yang telah disebutkan di atas yaitu:
1. Bagaimana Praktik Nikah Siri di kecamatan Pasongsongan Kabupaten

Sumenep?

2. Apa saja Faktor-faktor terjadinya Praktik Nikah Siri di Kecamatan

Pasongsongan Kabupaten Sumenep?

3. Bagaimana Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Praktik

Nikah Siri di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep?

. Tujuan Penelitian

Penelitian ini hendak mencapai suatu ilustrasi terkait arah yang hendak
dicapai untuk melaksanakan penelitian. Beberapa tujuan dalam penelitian ini
harus berpedoman terhadap problem yang telah dirumuskan sebelumnya®’.
Berikut beberapa tujuan penelitian penulis ialah:

1. Untuk mengetahui Praktik Nikah Siri di Kecamatan Pasongsongan

Kabupaten Sumenep.

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor Praktik Nikah Siri di Kecamatan

Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

3. Untuk mengetahui Peran KUA Dalam meminimalisasi Praktik Nikah Siri

di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

1% Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember Press, 2020), 45
1 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya llmiah 45



D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian, didalamnya memuat tentang kontribusi yang hendak
dilimpahkan pasca melaksanakan penelitian. Fungsi penelitian terdiri dari
manfaat teori dan praktis. Seperti bagi peneliti, instansi dan masyarakat
umum. Adapun fungsi dilakukannya penelitian ini adalah :
1. Manfaat teoritis
Sebagai komponen dalam mendapatkan informasi terkait peran
Kantor Urusan Agama dalam meminimalisasi praktik nikah siri. Serta
sebagai khazanah ilmu pengetahuan  dalam konteks ilmu hukum
pernikahan di negara indonesia.
2. Manfaat praktis
a. Bagi Peneliti
Merupakan bentuk sumbangan keilmuan yang baru dan bisa
memperbanyak perolehan pengetahuan dan wawasan dalam
meningkatkan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang ilmu hukum
perkawinan.
a. Bagi Masyarakat
Diharapkan dapat berguna dan mampu menambah wawasan bagi
masyarakat terkait peran KUA dalam penanganan nikah siri.
b. Bagi IAIN Jember
Penulis berharap bisa memberi kontribusi yang bermanfaat serta

pengetahuan yang baru dalam bidang ilmu hukum dan memperbanyak



10

referensi ilmu juga kepustakaan khususnya dalam bidang Hukum
Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.
E. Devinisi Istilah
Dalam hal ini memuat perihal maksud istilah yang dirasa penting yang
selanjutnya akan menjadi pusat perhatian penulis didalam judul penulis.
Tujuannya supaya tidak terjadi kesalahan dalam memahami makna istilah:
1. Pengertian Peran

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang

yang berkedudukan dalam masyarakat™.
2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga wewenang khusus
Departemen Agama yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam ranah
agama Islam pada lokasi KUA berada, berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Disebut
sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus karena KUA

berpasasan langsung terhadap masyarakat™.

3. Pernikahan siri
Nikah siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah

pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah

' https://kbbi.web.id/peran diakses pada tanggal 10 Januari 2022 Jam 17:20
13 Peraturan menteri agama republik indonesia nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi dan tata
kerja kantor urusan agama kecamatan, Mentri Agama Republik Indonesia



https://kbbi.web.id/peran

F.
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ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatatan
Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak
dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di
Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam™.

Sistematika Penelitian

Dalam menulis karya ini, penulis mengaca terhadap buku ‘“Pedoman
Karya Tulis IImiah” Tahun 2021 yang penerbitnya IAIN Jember. Hal ini
bertujuan agar sistematika kepenulisan dapat memenuhi persyaratan yang
sesuai dengan karya tulis ilmiah.

Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan berurutan,
yang dimulai dari bagian pertama, inti, dan akhir. Kemudian dilanjutkan pada
Bab | yang merupakan pendahuluan, hingga Bab V yang merupakan bagian
akhir atau penutup.

Berikut sistematika pembahasan dari skripsi ini diantaranya adalah:

Bab | : Dalam bab awal ini tersusun permasalahan yang didalamnya
mengungkap tentang problem yang akan diteliti, dengan demikian pembaca
dapat mengetahuai alasan penulis. Kemudian fokus penelitian yang
menerapkan keseluruhan pada masalah yang akan ditelisik jawabannya
dengan cara melakukan penelitian. Selanjutnya adalah tujuan penelitian adalah
gambaran arah yang hendak dicapai pada saat melakukan penelitian, yang
berpedoman pada problem yang telah dirumuskan sebelumnya. Setelah itu

terdapat manfaat dari penelitian, memuat terkait kontribusi yang hendak

14

Burhanudin, Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri,

(‘Yogyakarta:MedPress Digital, 2012). 13
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ditrasformasikan ketika penelitian selesai dilakukan. Dilanjutkan dengan
definisi istilah yang memberikan pengertian terhadap sesuatu yang dianggap
penting dan menjadi fokus dari perhatian peneliti. Dan yang terakhir yaitu
sistematika pembahasan yang menjelaskan terkait deskripsi jalannya
pembahasan dari bab satu pendahuluan sampai pada bab akhir (penutup).

Bab I : Isi dari bab ini memuat terkait penelitian dahulu yang telah
berhasil menyelesaikan penelitiannya yang dilakukan sebelum peneliti hendak
lakukan. Selain itu, juga berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan
judul yang hendak penulis teliti “Peran KUA Dalam Meminimalisir Praktek
Nikah Siri di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep”.

Bab Il : Metode penelitian memuat perihal pendekatan serta Jenis
Penelitian yang menjelaskan terkait pendekatan dan Jenis Penelitian yang
dipilih. Kemudian ada lokasi yang dilakukan penelitian yang menunjukan
lokasi penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah Data dan Sumber
Data yang memaparkan tentang apa saja yang digunakan sebagai data primer
dan data sekunder oleh peneliti serta menggambarkan siapa saja yang akan
dijadikan informan sebagai acuan dalam pengumpulan data pada saat
melakukan penelitian. Lalu terdapat teknik Pengumpulan Data yang
menguraikan tentang teknik pengumpulan data yang hendak dipakai.
Berikutnya adalah Analisis Data yang memaparkan tentang prosedur analisis
data yang hendak dilakukan. Dan yang terakhir adalah Keabsahan Data yang
memuat tentang hal-hal yang akan dilaksanakan oleh peneliti dalam

mendapatkan keabsahan data-data temuan dilapangan.
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Bab IV : Pembahasan dalam bab ini adalah menjelaskan tentang obyek
penelitian yang mendeskripsikan penjelasan umum tentang objek penelitian.
Selanjutnya penyajian dan analisis data, yang menguraikan data dan hasil yang
telah ditemukan. Kemudian yang terakhir Pembahasan Temuan, bagian
merupakan gagasan peneliti serta penjelasan terkait yang telah ditemukan dan
diungkap dari lapangan.

Bab V : Pada bab ini yaitu bagian akhir yakni penutup, meliputi
konklusi akhir serta saran. konklusi diambil atas keseluruhan yang telah
dibahas yang berkaitan dengan fokus dan tujuan penelitian. Sedangkan saran
yang bersumber dari ditemukan peneliti, pembahasan, dan kesimpulan akhir

penelitian.



BAB Il
KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian penelitian ini penulis memaparkan tentang macam-
macam penelitian yang telah ada sebelumnya dan memiliki korelasi dengan
yang penulis lakukan, selanjutnya meringkasnya, baik penelitian yang telah
dipublikasikan atau yang tidak pernah dipublikasikan (Skripsi, tesis, disertasi,
dan lain-lain). Karena telah menerapkan langkah tersebut, kemudian akan bisa
diukur sampai sejauh mana orisinalitas dan titik penelitian yang akan
dilakukan™.

Selanjutnya penulis akan membuat pemaparan terkait penelitian yang
memiliki korelasi dengan yang penulis lakukan tentang peranan kantor urusan
agama dalam lingkup perkawinan:

1. Skripsi yang ditulis oleh Dade Ahmad Nasrullah dengan judul “Peranan
KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa Pasarean
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor” Mahasiswa Hukum Islam
program studi Ahwalus Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta tahun 2014.

Fokus dalam penelitian karya ilmiah ini yaitu tentang efektivitas

peranan KUA tentang usahanya dalam menanggulangi pernikahan di
bawah umur yang dilakukan di desa Pasarean kecamatan Pamijahan

kabupaten Bogor. Selanjutnya hasil dari penelitian yang penulis lakukan

'> Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 91

14
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yaitu, KUA kecamatan sudah melakukan kegiatan sosialisasi melalui
penghulu tentang penting tidaknya melangsungkan pernikahan yang
selaras dengan apa yang telah dirumuskan Undang-Undang, pada saat
sebelum melakukan akad dan juga dilakukan melalui kegiatan pengajian
atau ketika menggelar peringatan hari-hari besar keagamaan. Hal ini
dilakukan agar tidak terjadi lagi pernikahan dibawah umur di Pasarean®.

Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan penulis adalah lokasi
penelitiannya, dimana dalam penelitian tersebut berlokasi di KUA
Kecamatan Pemijahan Kabupaten Bogor. Sedang yang penulis lakukan
telak penelitiannya di KUA Pasongsongan Kabupaten Sumenep, dan juga
penelitian ini condong menekankan pada kinerja penanggulangan terhadap
pernikahan di bawah umur. Sementara yang penulis lakukan cenderung
kepada cara KUA dalam meminimalisasi praktik nikah siri.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fahmi Syarif dengan judul “Peran
Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah
Tangan Studi Kasus di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang”
mahasiswa fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanudin
Banten Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitianya bahwa pernikahan dibawah tangan yang
terjadi di kecamatan Carenang Kabupaten Serang masih sangat tinggi
sehingga KUA selaku lembaga yang bertanggung jawab dalam hal

perkawinan harus mengambil langkah pasti dalam penanganannya, adapun

% Dade Ahmad Nasrullah, “Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini Di Desa
Pasarean KEC Pamijahan Kabupaten Bogor”, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014
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peran KUA Kecamatan Carenang dalam meminimalisir pernikahan
dibawah tangan yaitu dengan cara sosialisasi tentang pentingnya mencatat
suatu perkawinan dan dampaknya terhadap keluarga, dan bekerjasama
dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Namun, langkah tersebut
masih kurang efektif karena kurangnya kesadaran dan tingkat pemahaman
masyarakat tertang hukum perkawinan sangat rendah, sehingga masih
terdapat masyarakat wilayah KUA Carenangg yang tersebut yang tidak
menganggap penting tentang pencatatan suatu perkawinan.'’

Adapun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang
dilakukan penulis yaitu tempat penelitiannya berbeda, Adapun penelitian
ini berlokasi di KUA Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, sementara
penelitian yang penulis lakukan berlokasi di KUA Kecamatan
Pasongsongan, selain itu, fokus penelitian didalam penelitian ini terbagi
menjadi tiga bagian yaitu; faktor masyarakat melakukan pernikahan di
bawah tangan, Peran KUA dalam meminimalis dan kendala KUA.
Sementara dalam penelitian yang penulis teliti terbagi menjadi tiga dengan
fokus; praktik nikah siri di kecamatan pasonngsongan, faktor yang
melatarbelakanginya, dan peranan KUA dalam menangananinya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Arif Hidayat dengan judul “Peran Kantor Urusan

Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di

Y Muhammad Fahmi Syarif, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah
Dibawah Tangan Studi Kasus di Kecamatan. Carenang Kabupaten Serang” Skripsi: fakultas
Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten. 2019.
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Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-20/8.'°
Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto. Adapun
dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut peranan KUA dan
tokoh agama dalam mencegah pernikahan dini di kecamatan Sukaraja, lalu
penulis berkesimpulan sebagaimana; yaitu peranan KUA Sokaraja dalam
mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur dikalangan anak muda,
yaitu dengan cara KUA berperan sebagai berikut; a) administrator yaitu;
KUA tidak memperkenankan memanipulasi calon pengantin yang masih
dibawah umur, perkawinan harus selaras dengan undang-undang. b)
Penyuluhan yaitu, Kantor Urusan Agama melakukan penyuluhan terhadap
masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan dari pernikahan dini. c)
Penghulu yaitu; mengoptimalkan penghulu dalam melakukan sosialisasi
tentang penting tidaknya suatu perkawinan yang harus dilakukan selaras
dengan ketentuan undang-undang perkawinan.

Selain itu, Peranan yang dilakukan Tokoh Agama untuk pencegahan
perkawinan dini di kecamatan Sokaraja adalah sebagai motivator,
pembimbingan perilaku dan mediator. Adapun yang dilakukan oleh tokoh
agama dalam mencegah terjadinya pernikahan yang secara dini di
Kecamata Sokaraja yaitu melaksanakan langkah-langkah kebudayaan yang
ada di masyarakat yang terbagi menjadi beberapa kegiatan diantaranya,
kegiatan rutinitas, sepertihalnya pengajian rutin, perkumpulan RT, ibu-ibu

PKK, serta agenda insidentil seperti pengajian akbar dan acara syukuran.

® Arif Hidayat, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah
Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018, Skripsi, IAIN
Purwokerto 2018
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Adapun yang membedakan dalam skripsi ini dengan yang dilakukan
penulis yaitu objek penelitiannya, dimana yang bisa menjadi objek
penelitian dalam hal ini ialah KUA dan Tokoh Agama Kecamatan
Sokaraja dalam melakukan pencegahan perkawinan dini. Sementara dalam
penelitian penulis, hanya berfokus pada peranan Kantor Urusan Agama
dan masyarakat pelaku nikah siri saja.

Skripsi yang ditulis oleh Badrut Tamam dengan judul skripsi,”Peran Kantor

Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan (Studi
Kecamatan Tegalwaru, Karawang Jawa barat), mahasiswa Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta tahun 2015.

Adapun data yang dipakai penelitian ini ialah data primer yang
merupakan data yang didapatkan dengan cara melaksanakan wawancara
terhadap responden, diantaranya pelaku nikah dibawah tangan, serta
kepala KUA yang berlokasi di Kecamatan Tegalwaru. Selanjutnya, dalam
melakukan penelitian ini, penulis juga wawancara dengan staf pegawai
pengadilan agama Karawang terkait permasalahan perkawinan dibawah
tangan yang hanya terjadi pada 2014 saja. Selain data tersebut, penulis
juga memakai data sekunder yang merupakan data pendukung keutuhan
dari yang dilakukan dengan cara menggunakan studi pustaka.

Adapun hasil dari penelitian yang penulis lakukan ialah melaksanakan
sosialisasi terkait penting tidaknya suatu perkawinan itu harus dicatatkan

serta dampaknya terhadap keluarga dan istri, melakukan penyuluhan-
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penyuluhan, bekerja bersama dengan rekan kerjanya yang terdapat di
setiap desa dan melakukan penyuluhan 2 bulan sekali®.

5. Skipsi yang oleh Mohammad Fahrur Rozi yang berjudul “Peran Kantor
Urusan Agama Dalam Meminimasir Pernikahan Dibawah Tangan Di
Kecamatan Sumbergempol, Studi Kasus pada Tahun 2018-2019",
mahasiswa fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga IAIN Tulungagung.

Skripsi ini mengunakan jenis penelitian “filed research” dengan
melakukan pendekatan hukum Islam. Lokasi dalam penelitian ini
bertempat di Tuban dengan meminta pendapat para ulama, selanjutnya
teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Teknik analisis data memakai metode reduksi data,
penyajian data dan verifikasi data.

Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang melatarbelakangi
masyarakat menikah dibawah tangan adalah karena umur pengantin masih
berada dibawah umur sehingga tidak memenuhi syarat administrasi dalam
pernikahan. Sementara langkah KUA dalam mengurangi pernikahan
dibawah tangan tersebut yaitu dengan cara melakukan penyuluhan terkait
pentingnya mencatat suatu perkawinan yang dilakukan pada saat
peringatan acara keagamaan dan perkawinan. Dalam kesimpulanya, cara
yang diambil oleh KUA tersebut menunjukkan kurangnya efektifitas,

karena koordinasi yang jarang dilakukan antara pegawai kantor urusan

19 Badrut Tamam, Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah
Tangan (Studi Kecamatan Tegalwaru, Kerawang Jawab barat), Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta. 2015
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agama, P3N, dan penyuluh yang mengakibatkan tidak berjalannya

program?.

Adapun yang membedakan skripsi ini dengan yang penulis kerjakan

ialah, penelitian yang digunakan dalam hal ini ialah jenis penelitian filed

research dengan memakai pendekatan hukum Islam. Sementara penulis

memakai jenis penelitian lapangan. Lokasi penelitian ini bertempat di

Tuban dan mengambil pendapat para ulama. Sementara penelitian yang

dilakukan penulis ialah penelitian lapangan dan hanya berfokus pada

peranan KUA dan pelaku nikah siri saja.

Kcamatan
Pamijahan

Kabupaten Bogor

No. Nama Judul Persamaan Perbedaan

1. | Dade Ahmad | Peranan KUA | Sama-sama Fokus
Nasrullah, Dalam membahas penelitian
2014, UIN | Menanggulangi tentang menanggulangi
Syarif Pernikahan Dini | peranan KUA | pernikahan
Hidayatullah | di Desa Pasarean dini, sementara

dalam  skripsi
penulis
berfokus pada
meminimalisi

Praktik nikah

Siri.

?® Mohammad Fahrur Rozi, Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimasir Pernikahan
Dibawah Tangan Di Kecamatan Sumbergempol, Studi Kasus pada Tahun 2018-2019, Skripsi:
IAIN Tulungagung, 2020
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Muhammad | Peran Kantor | Sama-sama Fukus
Fahmi Syarif | Urusan ~ Agama | membahas penelitian ini
2019, (KUA) Dalam | tentang Peran | berlokasi  di
Universitas Meminimalisir KUA dalam | Kecamatan
Sultan Nikah  Dibawah | Meminimalisir | Carenang
Maulana Tangan Studi | Pernikahan Kabupaten
Hasanudin Kasus di | yang tidak di | Serang,
Banten Kecamatan catatkan sementara
Carenang dalam
Kabupaten Serang penelitian
penulis
berlokasi  di
Wilayah KUA
Kecamatan
Pasongsongan
Kabupaten
Sumenep.
Arif Hidayat, | Peran Kantor | Sama-sama Peneltian ini
2018, IAIN | Urusan  Agama | membahas berfokus pada
Purwokerto | (KUA) dan | tentang pencegahan
Tokoh Agama | pencegahan permasalahan

Dalam Mencegah

Pernikahan Dini

permasalahan

pernikahan

pernikahan

yang dilakukan
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Di Kecamatan
Sokaraja
Kabupaten

Banyumas Tahun

oleh KUA dan
Tokoh Agama.
Sementara

dalam

2016-2018 penelitian yang
penulis
lakukan hanya
berfokus pada
lembaga KUA
saja.

Badrut Peran Kantor | Sama-sama Lokasi
Tamam, Urusan  Agama | meneliti penelitian
2015  UIN | (KUA) tentang peran | berbeda
Syarif Meminimalisir KUA dengan
Hidayatullah | Nikah DI Bawah penelitian yang
Jakarta Tangan  (Study dilakukan

Kecamatan penulis

Tegalwaru,

Karawang Jawa

Barat)

Mohammad | Peran Kantor | Sama-sama Penelitian ini
Fahrur Rozi, | Urusan Kantor | meneliti menggunakan
2020, 1AIN | Agama Dalam | tentang peran | pendekatan
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Tulungagung | Meminimalisir lembaga KUA | hukum Islam,
Pernikahan sedangkaan
Dibawah Tangan dalam
Di Kecamatan penelitin
Sumbergempol, penulis hanya
Studi Kasus Pada menggunakan
Tahun 2018-2019 jenis penelitian

lapagan saja.

Dalam beberapa penelitian terdahulu di atas, belum ditemukannya
penelitian yang membahas terkait Peran KUA Dalam Meminimalisir
Praktik Nikah Siri Di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.
Karenanya penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian.

B. Kajian Teori
1. Pengertian Nikah Siri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pernikahan siri
merupakan perkawinan yang bersaksikan modin (kiai) dan saksi,
perkawinannya tidak dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA), dan
perkawinan tersebut dianggap sah secara agama Islam?!. Kata sirri dalam
istilah nikah siri berasal dari bahasa arab, yaitu sirrun yang memiliki arti
rahasia. Melalui akar kata tersebut nikah siri diartikan suatu perkawinan

yang tidak diumumkan, dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi tidak

21 KBBI
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diketahui oleh khalayak umum masyarakat. Pernikahan siri juga
didefinisikan sebagai perkawinan yang pada praktiknya hanya memakai
dasar aturan agama dan aturan adat istiadat saja. Tetapi, pelaksanaannya
tidak dipublikasikan dan tidak tercatat pada kantor kepegawaian
pencatatan pernikahan, lembaga urusan agama diperuntukkan orang-orang
beragama Islam dan lembaga pencatatan sipil yang dikhusukan pada yang
beragama non Islam®.

Selanjutnya Beni Ahmad Saebani mengartikan nikah siri sebagai
pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan wanita tanpa adanya
informasi terhadap keluarganya yang pantas menjadi wali. Pernikahan siri
dilakukan untuk menghindar diri dari perbuatan zina, hukum menikah siri
boleh, dengan catatan syarat dan rukun pernikahan harus semuanya
terpenuhi?®.

Majlis Ulama’ Indonesia (MUI) melalui fatwanya dari hasil keputusan
Ijtima’ Ulama’ se-Indonesia ke-2 menjelaskan bahwa pernikahan siri
merupakan pernikahan yang sah secara agama islam apabila dilakukan
sesuai dengan syarat-syarat dan rukun agama islam, hanya saja jika banyak
mudaratnya dihukumi haram?*. Menurut Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil.l
Fatwa memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam, fatwa

dipandang menjadi suatu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan

22 Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya?, (Jakarta: Vicimedia, 2007),22
%> Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat Cet I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013) 83-84
** Fatwa Majlis Ulama’ Indonesia No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan
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dalam perkembangan agama Islam, fatwa juga memiliki kedudukan yang

sangat besar pengaruhnya dan luas dampaknya®.
Adapun nikah siri menurut pendapat Imam Mazhab adalah

sebagaimana berikut:

a. Mazhab Malikiyah

Nikah siri menurut malikiyah adalah perkawinan yang dilakukan

atas kehendak suami, dan merahasiakannya dari mempelai wanita,
keluarga atau masyarakat, berdasarkan permintaan suami kepada saksi.
Dalam mazhab ini jika pernikahan siri itu dilaksanakan karena takut
dengan mengumumkannya akan terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan
misal perbuatan dzalim, atau khawatir takut karena sihir maka
pernikahannya bukan suatu yang haram dan tidak perlu fasakh
(pembatalan pernikahan?.

b. Mazhab Hanafiyah

Menurut madzhab ini pernikahan siri merupakan suatu perkawinan

yang tidak dihadiri oleh kedua orang saksi, Adapun jika perkawinannya
dapat mendatangkan kedua saksi maka bukanlah dimaksud dengan
nikah sirr melainkan ‘alaniyah pernikahan pada umunya yang banyak
diketahui oleh banyak orang.?” Adapun masalah ketidakhadiran wali
dalam faham madzhab ini tidak memperoleh perhatian khusus karena

wali tidak menjadi rukun dari suatu pernikahan, sehingga apabila

%> M. Noor Harisudin, Pengantar Ilmu Figh, (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 115

?® Wizarah al-Awqaf wa al-su’un al-Islamiyah, al-Mausu’ah alFighiyah al-Kuwatiyah, (Kuwait:
Wizarah al-Awqaf wa alSu’un al-Islamiyah, 1987), Cetakan 1, Jilid 41, Hal. 301

*” Wizarah al-Awqaf wa al-su’un al-Islamiyah, al-Mausu ah alFighiyah al-Kuwatiyah, 301
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terdapat dua saksi tanpa wali maka perkawinannya sudah dianggap
sebagai perkawinan yang sah. Menurut pendapat ini pernikahan siri
merupakan pernikahan yang diharamkan berdasarkan dalil bahwa
adanya perintah Rosulullah SAW yang mengharuskan adanya
penyiaran dalam pernikahan.
c. Mazhab Asy-Syafi’iyyah
Hampir sama dengan pendapat dari imam Hanafi. Imam Asy-
Syafi’iyah  tidak =~ memperbolehkan  perkawinan  siri  dan
mempublikasikannya adalah sesuatu yang lebih disukai.
d. Mazhab Hanabilah
Menurut madzhab Hambali, pernikahan yang sudah dilangsungkan
sesuai dengan aturan syariat Islam adalah sah, meski pernikahan
tersebut dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya.
Hanya saja dihukumi makruh®,
2. Praktik Nikah Siri di Indonesia
Istilah nikah siri dan nikah dibawah tangan biasa difahami sebagai
suatu yang mendasar dalam perkawinan serta melalui cara-cara
keagamaan, keyakinan dan kebiasaan yang tidak dilakukan didepan
kepegawaian pencatatan pernikahan yang telah tertuang di undang-undang
perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Perkawinan dalam hukum Islam

juga harus dilakukan sama persis dengan aturan agama yakni rukun dan

*® Lihat, Kasyf Al-Qina’, Jilid 5, him 66
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syarat-syarat perkawinan terpenuhi serta tidak ada halangan untuk
menikah®,

Pada dasarnya, dalam hukum negara tidak mengenal istilah
perkawinan siri. Perkawinan di Indonesia lebih populer dengan sebutan
pernikahan yang dicatat dan perkawinan yang tidak tercatatkan. Adapun
nikah siri merupakan kenyataan yang populer pada warga Indonesia.
Pernikahan yang dimaksud tidak tercatatkan di KUA selaku lembaga yang
bertanggung jawab dibidang perkawinan orang Islam dan di Kantor
pencatatan Sipil bagi yang khusus di luar Islam®.

Di dalam Al-Qur’an ataupun Hadis tidak dijelaskan terperinci tentang
proses mencatatkan perkawinan. Hanya saja Islam menganjurkan agar
perkawinan diumumkan kepada khalayak umum®'. Mencatatkan
perkawinan digunakan sebagai bukti bahwa telah melangsungkan
perkawinan. Bukti yang dimaksud tersebut suatu saat diperlukan dalam
melengkapi persyaratan administrasi dalam pemembuat akte kelahiran,
kartu keluarga, dan lain sebagainya®. Administrasi tersebut sangatlah
penting bagi masyarakat, sehingga ditetapkannya sebuah peraturan yakni
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan merupakan peristiwa hukum yang dalam melakukannya

harus mengikuti hukum yang telah di pakai pelakunya. Hukum yang pakai

2% Anwar Rachman dkk, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum
Islam, dan Hukum Administrasi, (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), hal. 103

% Zainudin dan Zainudin, Afwan, Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya ditinjau
dari Undang-udang Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015) 48

*! Abu Mansur Al-Asy’ari, Hukum Nikah Siri, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2009) 42

32 Anwar Rachman dkk, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum
Islam, dan Hukum Administrasi, hal. 89
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pelakunya dapat berpedoman kepada hukum agama maupun hukum
negara. Semuanya tergantung pada pelaku yang memakai hukum tersebut,
meski negara sudah mengatur di dalam Undang-undang Perkawinan yakni
Nomor 1 Tahun 1974. Seperti pernikahan siri yang dipraktikkan pada
kalangan masyarakat yang menggunakan acuan dan cara-cara yang sesuai
dengan hukum adat dalam hal ini hukum Islam.

Pelaksanaan perkawinan siri di Indonesia sebenarnya berbeda dengan
pelaksanaan yang sudah terkandung dalam perundang-undangan
Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal 12 sudah memuat tentang bagaimana
cara pemberlakuan perkawinan yang kemudian ditetapkan dan dijabarkan
melalui PP Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu, juga diatur pada Kompilasi
Hukum Islam, sedangkan pernikahan siri hanya dilangsungkan di depan
teungku atau ustad yang dihadiri saksi.

Pernikahan siri dikerjakan di depan tokoh agama atau yang dipimpin
oleh seseorang teungku atau ustad dan dihadapan saksi-saksi. Teruntuk
calon mempelai yang berkeinginan melangsungkan perkawinan siri, maka
cukup mendatangi tempat teungku atau ustad yang diinginkan untuk
menjadi penghulu dengan cara membawa seseorang untuk menjadi wali
bagi wanita dan kedua orang saksi, pernikahan siri tersebut tidak melapor
terhadap lembaga yang memiliki kewenangan dalam perkawinan yakni

Kantor Urusan Agama Kecamatan®.

%% Zainudin dan Zainudin, Afwan, Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya ditinjau
dari Undang-udang Nomor 1 Tahun 1974. Hal, 49
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Dalam hal praktik nikah siri, karena pelaksanakan dilakukan tanpa
melibatkan pihak KUA selaku lembaga yang berwenang dalam bidang
perkawinan, maka nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum dan
pernikahan yang telah dilakukan secara siri tersebut diakui oleh negara
meskipun dianggap sah secara agama Islam. Dikatakan demikian karena
praktik pernikahan seperti ini tidak memiliki bukti pernikahan, yaitu Akta
Nikah atau Buku Nikah. Sementara Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam
menjelaskan “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah
yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah”. Akibatnya anak yang lahir dari
hasil pernikahan tersebut tidak sah pula secara hukum negara. Hal ini
mengacu pada Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan®*,

Seorang anak tidak memiliki akte kelahiran karena kedua orang
tauanya melakukan pernikahan secara siri yang sah secara agama tetapi
tidak sah secara hukum negara dan tidak tercatat secara administrasi pada
Kantor Urusan Agama sehingga anak menjadi korban karena status
perkawinannya tidak diakui oleh negara dan dianggap sebagai pernikahan
yang illegal, akibatnya jika terjadi perceraian dikemudian hari proses
penyelesaiannya tidak dapat dilakukan di Pengadilan Agama selaku

lembaga resmi negara™.

** Abu Mansur Al-Asy’ari, Hukum Nikah Siri, 48

** Muhammad Arif Mustaqim, Nikah Siri Di Kalangan Mahasiswa IAIN Jember Dalam Perspektif
Konstruksi Sosial, 12
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://I[pm.uinkhas.ac.id/download/fil
e/mustagim.pdf&ved=2ahUKEwjW4fvWwKb1AhWnjdgFHQCctDNUQFNOECDYQAQ&usg=A0v
Vawl1RZeBtJ3yX4hGW3IODpg8j diakses pada tanggal 11 Januari 2022 Jam 05:57
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3. Faktor-Faktor Terjadinya Nikah Siri

Pernikahan siri yang terjadi di indoensia, pada saat ini masih saja
sangat mudah ditemukan, baik dikota maupun yang terjadi di pedesaan.
Baik itu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat dengan keadaan
ekonomi atas hingga bawah, juga dilakukan oleh pejabat hingga orang
biasa, semuanya terlibat dalam mempraktikkan pernikahan siri.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat
di Indonesia dalam melakukan nikah siri. Adanya pandangan yang
beranggapan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum Islam
dan terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan, meski ketika terjadi
perceraian tidak bisa dilakukan di dalam pengadilan®’. Akibat dari
pandangan tersebut menimbulkan suatu anggapan bahwa seolah-olah
perkawinan itu tidak mengapa dilakukan meski tidak dicatatkan pada
Kantor Urusan Agama atau lembaga pencatatan perkawinan. Apabila
perkawinan tersebut tetap dilaksanakan meski di luar sepengetahuan
petugas KUA maka dianggap sebagai pernikahan illegal dan tidak diakui
oleh negara sebagai pernikahan yang sah.

Berikut beberapa faktor yang menyebabkan adanya pernikahan siri di
Indonesia:

a. Hamil di luar nikah

*® Irfan Islami, Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya, Jurnal Hukum,
Vol.8 No.1, 2017

37

Irfan Islami, yang mengutip dari bukunya Burhanudin, Nikah Siri: Menjawab Semua

Pertanyaan Tentang Nikah Siri, Yogyakarta: Medpress Digital, 2012, hal 18
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Kehamilan di luar perkawinan diakibatkan dari pola pergaulan
yang tidak terkontrol oleh orang tuanya, sehingga seorang anak
perempuan ataunpun laki-laki dengan bebasnya melakukan apapun
yang menjadi keinginannya. Termasuk perilaku yang menyimpang dari
ajaran agama seperti melakukan perzinahan yang membuat seorang
perempuan hamil. Kehamilan yang terjadi di luar pernikahan hanya
akan menimbulkan malu dalam keluarga dan menjadi aib yang sangat
memalukan ketika diketahui banyak orang. Sehingga keluarga tersebut
meminta pertanggung jawaban dari laki-laki yang telah
menghamilinya, perkawinan tersebut dilakukan dengan cara sembunyi-
sembunyi dan dilakukan di luar sepengetahuan KUA dan hanya
dilakukan oleh kiai (ada istilah nikah secara kiai) tanpa melakukan
pencatatan®®,

b. Tidak ada izin dari istri®

Pernikahan yang dilakukan kedua kalinya atau berpoligami dapat
dilakukan dengan cara mendapat izin dari istri sesuai yang sudah diatur
di dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Untuk memperoleh perizinan harus melakukan
permohonan yang diajukan terhadap pengadilan agama yang
berwenang di wilayah tempat pemohon berada. Izin yang dilakukan

tersebut adalah izin untuk memiliki istri kedua atau berpoligami bisa

%8 siti Ummu Adillah, Analisis hukum Terhadap Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya
Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-anak, Jurnal Dinamika
Hukum: Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011

%% Zainudin dan Zainudin, Afwan, Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya ditinjau
dari Undang-udang Nomor 1 Tahun 1974.hal. 51-52
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dikabulkan pengadilan, jika istri tidak bisa menjalankan tugasnya dan
kewajiban sebagai seorang istri, atau memiliki kecacatan badan atau
penyakit yang tidak bisa diobati dan tidak bisa mewariskan keturunan.

Praktik nikah siri juga sering terjadi, akibat dari suami yang ingin
melangsungkan perkawinan siri karena tidak mendapati izin dari
istrinya, bahkan istrinya tergolong sehat dan tidak memenuhi syarat
sebagaimana yang dimuat dipasal 4 ayat (2) tersebut di atas.

Di samping itu dijumpai kasus nikah siri dilaksanakan secara diam-
diam tanpa diketahui istri dan pelaksanaannya masih dijumapai dengan
adanya perkara isbat nikah yang tidak diterima di mahkamah Syar’iah.
Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri sipil merupakan seseorang yang memiliki jabatan
dalam pemerintahan dan diangkat sebagai ASN sehingga bertugas
sebagai pelayan masyarakat dalam sebuah negara.

Pegawai yang dimaksud memiliki keinginan untuk melakukan
perkawinan yang kedua kalinya, karena yang dimaksud adalah pejabat
maka aturannya berbeda dengan masyarakat biasa. Seorang pejabat
yang hendak melakukan pernikahan kedua kalinya harus memenuhi
sebagian syarat alternatif dan syarat kumulatif. Maksud dari syarat
alternatif yakni pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia (PP RI) Nomor 10 Tahun 1983 vyaitu istri tidak bisa
menjalankan kewajiban sebagai seorang istri, apabila memiliki

kecacatan badan atau penyakit yang tidak dapat diobati dan istri tidak
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bisa memberikan keturunan. Sedangkan syarat kumulatif adalah harus
ada persetujuan tertulis dari seorang istri, suami yang akan menikah
lagi harus memiliki penghasilan yang cukup dalam membiayai dua
orang istri serta harus ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan untuk berlaku adil*.

Perkawinan siri yang terjadi dalam praktik adalah seorang Pegawai
yang menikah, syaratnya harus ada izin tertulis dari istri, memiliki
pendapatan yang cukup, adanya jaminan tertulis dari seorang suami
dan menyataan kesediannya akan menjaga istri dan anak-anaknya.
Kemudian dalam menghindari semua syarat-syarat pada pasal 10 ayat
(2) PP RI Nomor 10 Tahun 1983 maka sering melakukan nikah siri.

d. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perkawinan siri,
karena masalah ekonomi akan menjadi sorotan masyarakat dalam
melaksanakan perkawinan. Kurangnya kesadaran dan pemahaman
masyarakat tentang pencatatan pernikahan juga merupakan masalah
yang menjadi perbincangan di dalam masyarakat. Karena masyarakat
pada umumnya menginginkan proses tidak berbelit-belit dan biaya
murah.

Nikah siri secara umum prosesnya sangat sederhana dan
permasalahannya dapat diselesaikan oleh ustad atau teungku yang

menikahkan, akan tetapi nikah secara resmi di KUA kecamatan semua

% Pasal 10 PP Rl Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS
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syarat-syarat harus terpenuhi dan proses pencatatannya tidak pernah
disosialisasikan kepada masyarakat dan biaya juga tidak pernah
disampaikan yang benar yaitu yang harus disetorkan kepada negara.

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dipandang sah dalam
agama Islam. Tetapi negara tidak mengenalnya sebagai perkawinan
yang sah. oleh karenanya, pada saat ini pemerintah menggratiskan
biaya bagi masyarakat yang sudah nikah siri untuk diisbatkan atau
dicatat oleh pemerintah dan dikeluarkan buku nikah*".

e. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan

pernikahan

Masih banyak masyarakat yang tidak memahaminya terkait
pentingnya mencatatkan suatu perkawinan, yang akibatnya
menimbulkan suatu anggapan yang tidak relevan dengan ketentuan
undang-undang tentang perkawinan. Adapun anggapan yang dimaksud
tersebut yaitu masyarakat menganggap menikah siri merupakan
pernikahan yang sah-sah saja dan dianggap sama dengan pernikahan
yang dicatatkan. Padalah telah jelas di dalam undang-undang
perkawinan vyaitu; Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974.

Perkawinan yang dilakukan seseorang yang beragama Islam,

* Zainudin dan Zainudin, Afwan, Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya ditinjau
dari Undang-udang Nomor 1 Tahun 1974.hal. 55
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pencatatanya dilakukan di lembaga KUA, sedangkan khusus seseorang
yang di luar Islam dilakukan di pencatatan sipil*%.

f. Faktor adanya anggapan bahwa nikah siri sah menurut agama,
pencatatan hanya tertib administrasi.

Sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada norma agama
seperti yang disebut dalam Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang
Nomer 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diamandemen dengan
Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang
menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat menurut kepercayaannya
masing-masing, sehingga masyarakat melakukannya dengan cara
sesuai dengan agama tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat
Nikah (PPN)*.

g. Poligami

Nikah siri dan poligami adalah dua kata yang berbeda, namun
memiliki hubungan erat keduanya, apabila nikah siri diartikan sebagai
pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa
memberitahukan kepada lembaga KUA atau pencatatan perkawinan.
Dianggap poligami ketika seseorang ingin memiliki lebih dari seorang
istri. Kemudian patut menjadi pertanyaan adalah apa hubungannya
antara nikah siri dengan poligami?

Poligami bukan hal wajib dan harus dilaksanakan oleh masyarakat

yang beragama Islam, dan dapat menyebabkan dosa jika tidak

*2 Siti Ummu Adillah, Analisis hukum Terhadap Faktor-faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya
Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (lstri) dan Anak-anak. 106-107
** Siti Ummu Adillah, 106-107
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mengamalkannya. Poligami hanya diperbolehkan pada saat dalam
keadaan darurat*,
4. Tugas-tugas Kantor Urusan Agama
KUA mempunyai kewajiban untuk memeriksa rukun dan syarat-syarat
perkawinan jika terdapat pasangan yang hendak melangsung perkawinan
sebagai yaitu:
a. Keputusan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016*

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
dan kinerja yang baik dalam bidang perkawinan maupun
pengembangan  keluarga  sakinah  dianggap  perlu  untuk
dilaksanakannya Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama.

KUA bertempat bertempat di kecamatan dan memiliki tanggung
jawab atas kinerja Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau
Kota. KUA Kecamatan mempunyai tugas menjalankan beberapa tugas
Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota dalam bidang Urusan
Agama Islam dan menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Aturan yang memuat tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kantor
Urusan Agama Kecamatan terdapat pada pasal 1, 2, dan 3 KMA RI

No. 34 Tahun 2016. Kantor Urusan Agama memiliki hubungan erat

* Burhanuddin, Nikah Siri menjawab semua pertanyaan tentang nikah siri, (Yogyakarta:
Medpress Digital, 2012), 13

** Berita Negara Republik Indonesia, Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomer 34
Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama
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dengan perkawinan maksudnya ialah menjalankan pelayanan
administrasi perkawinan seperti halnya mengurusi surat, kearsipan,
pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan dan melakukan
pencatatan pernikahan dan rujuk.

Selanjutnya, dalam tata kerjanya sebagaimana di sebutkan dalam
tata kerja KUA dalam Keputusan Menteri Agama tersebut ialah; dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, KUA kecamatan harus
menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi yang dilakukan
terhadap lembaga yang berada di lingkungan kecamatan atau lembaga
terkait yang memiliki hubungan dengan KUA.

b. Undang-undang No. 22 Tahun 1946

Selain Fungsi KUA yang telah di sebutkan pada pasal 3 poin (c)
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 517 Tahun 2001 di
atas, Undang-undang No. 22 tahun 1946 juga menjelaskan tentang
pencatatan pernikah, talak, serta rujuk. Maksud dari pasal tersebut
adalah supaya pernikahan, talak dan rujuk dicatat dan dilakukan
menurut hukum Islam agar mendapat jaminan hukum negara.
Selanjutnya adalah mengawasi dan melakukan pemeriksaan wali
terlebih dahulu dan calon suami pada saat menghadap Pegawai
Pencatat Nikah, mengenai persyaratan yang sudah diatur oleh hukum
agama Islam atau rintangan dalam melaksanakan pernikahan.

c. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007

*® peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tetang Pencatatan Nikah
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Adapun tugas dan wewenang KUA termuat dalam peraturan
Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah,
diantaranya terdapat dalam pasal 2, 5, khususnya yang memiliki
korelasi terhadap organisasi KUA. Dalam pasal tersebut menjelaskan
tentang pegawai pencatat nikah. Pejabat tersebut berwenang dalam
memeriksa, mengawasi, Syarat-syarat dan pencatatan peristiwa
pernikahan atau rujuk, pendaftaran cerai gugat, cerai talak, melakukan
bimbingan perkawinan. Kemudian kepala KUA menandatangi akta
pernikahan, akta rujuk, dan atau kutipan akta rujuk.

Selanjutnya, dalam PMA Nomer 11 Tahun 2007 juga mengatur
tentang tanggung jawab KUA dalam meninjau perkawinan, sudah
diatur dalam pasal 9, yang menyatakan bahwa PPN wajib memeriksa
terlebih dahulu calon pengantin, atau wali nikah tentang ada atau
tidaknya suatu sebab terhalangnya pernikahan sesuai dengan aturan
hukum Islam maupun perlengkapan syarat-syarat lainnya.

Kemudian, PMA No. 11 Tahun 2007 juga terdapat aturan tentang
tugas KUA, yang menyatakan bahwa KUA dapat melakukan
penolakan perkawinan apabila menemukan tidak lengkapnya rukun,
syarat-syarat menikah atau kurangnya berkas administrasi lainnya.
Sebagaimana yang telah dinyatakan pasal 12. Jika pemeriksaan
dilakukan dan terbukti persyaratan pernikahan tidak lengkap atau
ditemukannya suatu penyebab terhalangnya menikah. Maka, kehendak

melakukan perkawinan tidak diterima dan tidak bisa dilanjutkan.
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Dalam hal ini, PPN juga harus menginfokan kepada calon yang hendak
menikah dan wali nikah bahwa penolakan tidak dilakukan dengan
sembarangan melainkan disertai dengan alasan-alasan.

Setelah PPN melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkawinan,
selanjutnya KUA memiliki tugas dalam membuat pengumuman
perihal menikah, yang dilakukan 10 hari sebelum melakukan akad.
Demikian ini, terdapat pada pasal 13, yang menyatakan bahwa jika
persyaratan suatu perkawinan telah dipenuhi, maka tugas selanjutnya
yang dilakukan PPN ialah mengumumkan kehendak menikah.

Dalam melakukan pengumuman menikah dilakukan di bagian
tertentu pada KUA Kecamatan atau bisa juga diletakkan pada lokasi
yang sekiranya dengan mudah dilihat khalayak umum tepatnya pada
lokasi calon mempelai masing-masing dan dipasang selama 10 hari.

d. PP No. 9 Tahun 1975"

Pasal 3,4,5,6 menerangkan jika terdapat seseorang orang hendak
melaksanakan perkawinan dapat memberitahukan kepada Pegawai
Pencatatan yang dilaksanakan sebelum perkawinan, sekurang-
kurangnya 10 hari kerja. dalam melakukan pemberitahuan calon
mempelai dapat menyampaikan dengan lisan maupun tertulis, bisa
juga diwakili orang tuanya atau wakilnya yang telah ditunjuk.

Ada beberapa hal yang harus ada dalam melakukan pemberitahuan

pernikahan diantanya; nama, umur, agama atau kepercayaan,

* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan
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pekerjaan, tempat tinggal calon pengantin. Jika diantara calon
mempelai atau keduanya pernah melakukan perkawinan, maka harus
juga menyebutkan nama istri maupun suami yang sempat dinikahinya.

Pemberitahuan kehendak menikah yang diterima Pegawai, diteliti
terlebih terlebih dahulu apakah syarat suatu perkawinan sudah sesuai
dengan undang-undang dan tidak didapati sesuatu yang menyebabkan
terhalangkan suatu pernikahan.

Selanjutya, dalam Pasal 8 menyatakan bahwa apabila syarat
pemberitahuan perkawinan tidak ditemukannya suatu halangan, tugas
pegawai pencatatan yang seterusnya adalah melakukan pengumuman
terkait pemberitahuan perkawinan. Kemudian megumumkan formulir
yang sudah di tetapkan kantor Pencatat Perkawinan dengan cara
menempelkan suatu tempat yang sudah ditentukan agar diketahui
banyak orang dan dapat dibacanya.

Di bawah ini merupakan penjelasan dari PP No. 9 Tahun 1975%:

Pasal 3: Ayat (1) Apabila terdapat seseorang yang hendak
melaksanakan perkawinan hendaknya memberi tahukan kepada
Pegawai Pencatat di tempat Pernikahan yang hendak dilaksanakan.
Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa pemberitahuan terhadap KUA
hendaknya dilaksanakan denan masa minimal 10 (sepuluh) hari kerja
dan dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan. Apabila ada hal

penting misalnya salah satu calon pengantin akan pergi ke keluar

*® Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia No. 3050
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negeri untuk melaksanakan tugas negara maka dalam ayat (2) tersebut
dapat ditoleransi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi
perkawinan.

Pasal 4: Pada prinsipnya jika terdapat seseorang yang ingin
melangsungkan suatu pernikahan menyatakan secara lisan yang
disampaikan oleh salah satu calon, apabila tidak bisa maka dapat
diwakilinya oleh seseorang yang telah ditunjuk sebagai wakilnya.
Akan tetapi apabila disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan tidak
memungkinkan untuk melakukan pemberitahuan secara lisan, maka
pemberitahuan tersebut bisa dilakukan secara tertulis. Calon mempelai
yang tidak bisa memberitahukan maka dapat diwakilinya oleh wali
atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus.

Pasal 5: Pemberitahuan dalam melaksanakan pernikahan harus
mencantumkan nama, umur, agama, pekerjaan dan tempat tinggal
calon mempelai. Jika antara suami dan istri sebelumnya pernah
melangsungkan pernikahan maka di cantumkan juga nama-namanya
terdahulu.

Pasal 6: Ayat (2) poin (f), menyabutkan surat kematian dapat
diminta kepada kepala desa atau lurah dikediaman suami atau istri
yang dahulu. Apabila kepada desa atau lurah tidak bisa memberikan
keterangan surat kematian tersebut karena disebabkan tidak adanya
laporan mengenai kematiannya, maka keterangan tersebut bisa

diberikan dengan penjelasan yang sah yang dilakukan yang diberikan
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di bawah sumpah yang bersangkutan dihadapan pegawai pencatatan
nikah.

Pasal 8: Pengumuman dilakukan untuk memberikan kesempatan
terhadap khalayak umum dalam mengetahui dan mengajukan
keberatan jika suatu perkawinan dianggap bertentangan dengan hukum
agamanya dan kepercayaan atau bertolak belakang dengan undang-
undang yang lain.

e. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan®

Selain aturan di atas juga terdapat aturan lain yang juga mengatur
tentang wewenang dan tugas KUA, yaitu Undang-undang No.1 Tahun
1974 tentang Perkawinan pada pasal 20 yang menyatakan bahwa
“Pegawai Pencatatan Perkawinan tidak diperbolehkan melakukan atau
membantu suatu perkawinan apabila mengetahuinya terdapat
pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8,9,10, serta
pasal 12 undang-undang ini meskipun tidak adanya pencegahan
perkawinan.

5. Peran KUA dalam Meminimalisasi Praktik Nikah Siri
Berikut ini adalah beberapa peran KUA dalam meminimalisasi praktik
nikah siri yaitu sebagai berikut™:
a. Melakukan sosilisasi terhadap masyarakat yang berada di wilayahnya
tentang betapa pentingnya mencatatkan suatu pernikahan serta

implikasi buruk yang akan ditimbulkan terhadap keluarga, anak, dan

* LLembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1
%0 Hanifah Romadhoni, dkk. Optimalisasi Peran Kua dalam Mengatasi lllegal Wedding, Privat
Law, Vol. 1l No.2 Juli-Desember 2016, hal 98
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ibu. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk seminar dan pengajian

yang diselenggarakan oleh Kantor Departemen Agama melalui

perwakilan di kecamatan yang diperuntukkan kepada masyarakat.

b. Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
melaksanakan penyuluhan tentang mencatatkan suatu pernikahan dan
keluarga bahagia, yang demikian dilaksanakan pada Kantor Urusan
Agama terhadap calon mempelai dan wali.

c. Sinergitas Kantor Urusan Agama dengan P3N (Pembantu Pegawai
Pencatat Nikah/Amil desa) yang merupakan teman kerja yang
berkedudukan di setiap desa, juga bersinergi dengan staf aparat desa
untuk melaksanakan penyuluhan dalam 2 bulan sekali yang
pelaksanaannya dilakukan pada Kantor Urusan Agama dan juga
dilakukan di Balai pedesaan sesuai kesepakan bersama.

Berdasarkan pendapat di atas tersebut, bisa diketahui bahwa peranan
KUA dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri yaitu dengan cara
melaksanakan penyuluhan, sosialisasi tentang penting tidaknya
mencatatkan suatu perkawinan, serta P3N yang berada di desa beserta staf
aparatur desa dan melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 bulan

sekali.



BAB Il
METODE PENELITIAN
Metode penelitian ialah suatu tata cara ilmiah yang dipergunakan dalam
memeroleh data dengan maksud dan tujuan tertentu, kemudian dapat segera
mungkin menyelesaikan suatu permasalahan. Metode penelitian digunakan untuk
memperoleh suatu informasi serta data yang akurat, valid dan obyektif dari data
yang telah dikelola tersebut. Sementara metodologi penelitian merupakan suatu
ilmu yang didalamnya membahas tentang cara-cara untuk mendapatkan suatu data
yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu®’. Adapun didalam penelitian yang
telah penulis lakukan ini, memakai metode penelitian antara lain sebagaimana
berikut:
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field
research), berifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang
mana dalam prosedur pemecahan masalahnya ditelisik dengan
menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada
saat ini berdasarkan fakta yang tampak. Dengan demikian tujuannya agar
dapat memberikan data yang diteliti secara sistematis dan menyeluruh tentang
Peranan KUA dalam meminimalisir praktik nikah siri di Kecamatan
Pasongsongan Kabupaten Sumenep. Pendekatan penelitian ini menggunakan
deskripif kualitatif, di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan

cara bertatap muka langsung dan terjadi interaksi antara peneliti dengan

>! Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: CV. Alfaberta, 2016), 2
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sumber data yaitu KUA selaku lembaga penanggung jawab serta masyarakat
yang berada dalam wilayah KUA kecamatan selaku subjek dari penelitian
yakni pelaku nikah siri.
. Subjek Penelitian

Untuk mencari suatu data yang valid, peneliti harus menentukan subjek
penelitiannya yang dalam hal ini adalah informan. Dengan adanya informan
ini peneliti bisa mengetahui dengan jelas tentang sumber data yang
diperolehnya.

Berikut merupakan informan dalam penelitian yang penulis lakukan
adalah:
1. Pegawai KUA Kecamatan Pasongsongan: 2
2. Pelaku Nikah Siri: 4
. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada wilayah Kecamatan Pasongsongan Kabupaten
Sumenep. Lokasi tersebut dipilih karena masih ditemukannya pernikahan yang
dilakukan di luar pengetahuan KUA seperti halnya pernikahan siri yang
dipraktikkan oleh masyarakat kecamatan tersebut. Di mana pernikahan siri
seringkali luput dari perhatian KUA selaku lembaga yang bertanggung jawab
dalam urusan perkawinan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa
mengubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan pernikahan siri. Sehingga
selaras dengan ketentuan yang telah diberlakukan negara. Yakni perkawinan
dapat dikatakan sah apabila perkawinan itu di catatkan. Sebagaimana yang

telah dipaparkan penulis dalam latar belakang, sehingga peneliti tertarik untuk
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membahas kajian mengenai Peran KUA dalam Penanganan Nikah Siri Di
Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.
D. Tehnik Pengumpulan Data

Pada bagian ini di uraikan tentang teknik pengumpulan data yang dipakai
dalam penelitian. Seperti observasi, wawancara, dan dokumenter. Masing-
masing kemudian di deskripsikan tentang data apa saja yang diperoleh melalui
teknik-teknik tersebut.

Teknik pengumpulan data ialah suatu cara yang strategis dan standar
dalam mendapatkan data yang akan digunakan. Akan selalu ada keterkaitan
antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin
dipecahkan®?. Oleh karena itu, seorang yang hendak malakukan penelitian
penting memahami dan mengetahui tentang tata cara mendapatkan data yang
hendak digunakan sebagai bahan dalam penelitian. Dalam hal ini, penelitian
ini melakukan mengumpulkan data sebagaimana berikut:

1. Observasi

Observasi ialah suatu agenda atau kegiatan pengamatan yang dilakukan

secara langsung pada tempat lokasi penelitian yang hendak dijadikan

penelitian, sambil lalu dicatat terkait hal-hal apa saja yang dirasa urgen
dan ada keterkaitan dengan judul yang penulis lakukan yaitu Peran KUA
dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri di Kecamatan Pasongsongan

Kabupaten Sumenep, dengan dilakukannya teknik penelitian ini

%2 Mohammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 174
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diharapkan dapat menghasilkan data yang valid tentang tugas dan fungsi
KUA.
2. Wawancara

Tehnik wawancara ialah suatu komunikasi yang dilakukan antara
seseorang yang ingin melakukan wawancara terhadap seseorang yang akan
diwawancarai, wawancara ini dilakukan dengan maksud memperoleh
tujuan tertentu dan didalamnya mengajukan beberapa pertanyaan kepada
yang diwawancarainya®. Kemudian, wawancara yang dilakukan dalam
penelitian ini yaitu melakukan wawancara dengan kepala KUA serta
pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasongsongan, masyarakat
yang melakukan praktik nikah siri. Peneliti menggunakan teknik
wawancara ini berharap bisa mendapatkan informasi data terkait kondisi
sosial masyarakat dan Peran KUA dalam meminimalisasi praktik nikah
siri di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

3. Dokumenter

Dokumenter merupakan suatu cara mendapatkan sebuah data yang
diperoleh dengan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen, seperti
halnya foto, atau video. Dokumen yang dimaksud dapat berupa gambar,
tulisan, atau bisa juga karya monumental seperti catatan harian, cerita,
biografi, foto, film dan lain sebagainya. Adapun data yang akan diperoleh

dari beberapa dokumen atau data antara lain:

% Lexi j Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, Cet.29 2011),186
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a. Foto dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasongsongan
b. Foto kegiatan wawancara antara peneliti dengan subyek peneliti.
E. Teknik Analisis Data
Teknik Analisis data ialah suatu proses penyederhanaan data yang
kemudian menjadi gampang untuk interpretasikan>*. Sedangkan teknik
analisis data ialah suatu proses dengan pengumpulan yang dilakukan secara
sistematis dengan maksud mempermudah peneliti dalam mendapatkan suatu
kesimpulan dari penelitian®.
Adapun teknik analisis data Miles dan Huberman adalah sebagaimana
berikut®®:
1. Reduksi data
Reduksi data ialah suatu analisa yang mengarahkan, mengelompokkan,
membuang yang dianggap tidak perlu, menajamkan dan mengorganisasi
data dengan cara yang beragam supaya dapat ditemukan titik kesimpulan.
Kemudian peneliti memilih informasi data yang sudah di dapatkan dan
memilah antara data yang dapat di ambil dan tidak, sehingga penelitian
dengan mudah ditarik kesimpulannya.
2. Penyajian data
Penyajian data ialah suatu kumpulan informasi yang tersusun dari
pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Penyajian data yang

dilakukan dengan baik tentunya dapat menjadi cara utama analisis

> Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992) 16
%® Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009) 334
>® Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, 16
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kualitatif yang valid, oleh karenya, peneliti melakukan penyajian data dan
menyusun informasi yang telah diperoleh.
3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah bagian dari konfigurasi yang utuh, suatu
konklusi dapat dibuktikan dengan melalui penelitian langsung. Maksudnya
adalah kaidah-kaidah yang muncul dari data yang lain akan diuji
kebenarannya yaitu dengan validitas. Kesimpulan akhir perlu diverifikasi
agar dapat dipertanggung jawabkan®".

Suatu kesimpulan diharapkan menjadi temuan yang model baru dan
belum pernah ada sebelumnya, dan penelitian ini mengambil kesimpulan
yang dasarnya dari hasil penelitian “Peran KUA dalam Meminimalisasi
Praktik Nikah Siri di Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep”.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan suatu bagian dari langkah-langkah yang
hendak dilakukan oleh peneliti agar mendapatkan keabsahan data yang
ditemukan di lapangan, agar temuan tersebut dapat diakui keabsahannya maka
yang perlu dilakukan adalah meneliti kredibilitasnya dengan menggunakan
teknik keabsahan data. Salah satunya adalah dengan menggunakan triangulasi
(menggunakan beberapa metode, teori, peneliti dan sumber), observasi yang
dilakukan secara mendalam, melacak kesesuaian hasil, pengecekan anggota,
pembahasan oleh teman sejawat, dan analisis kasus lain®®. Kemudian untuk

mengecek keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber yaitu

>’ Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, 16
%8 Tim Penyusun, Pedoman Kepenulisan Karya llmiah, (Jember: IAIN Jember Press) 93
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dengan membandingkannya dan mengecek kepercayaan informasi dari
berbagai sumber yang telah diperoleh.
G. Tahap-Tahap Penelitian
Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan tahapan-tahapan

dengan menggunakan tiga tahap penelitian sebagaimana berikut:

1. PraRiset
Pada tahapan ini peneliti melakukan pencaharian terhadap masalah yang
hendak diteliti, mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan
permasalahan, kemudian membuat judul penelitian.

2. Riset
Pada tahapan ini peneliti menggunakan pengumpulan data dari berbagai
sumber kemudian menganalisis dan mengaitkan dengan teori lalu menarik
kesimpulannya. Dalam tahapan penelitian ini, peneliti mengumpulkan
semua data yang ada kemudian mengolahnya dan mengalisis. Apabila
dikaitkan dengan penelitian ini, maka penelitiannya berfokus pada Peran
KUA dalam meminimalisir praktik nikah siri di kecamatan Pasongsongan.
Selain itu tahapan-tahapan sangatlah penting bagi peneliti karena memiliki
pengaruh terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan.

3. Pasca Riset
Dalam tahapan ini yaitu pasca riset merupakan tahapan akhir dari suatu
penelitian, yang mana titik fokus pada tahapan ini adalah bagaimana
penyajian data dan hasil dari penelitian dalam suatu karya ilmiah. Bagian

belakang dari penelitian ini yaitu didapati sebuah kesimpulan dan saran
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yang berguna untuk perbaikan atau penanganan solusi terhadap

permasalahan yang diteliti sebelumnya.



BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian
1. Sejarah Singkat KUA Pasongsongan
Dahulu Kecamatan Pasongsongan tidak memiliki kantor sendiri dalam
mengurus perkawinan, melainkan harus bergabung dengan Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Ambunten yang merupakan kecamatan sebelah
timur KUA Pasogsongan. Namun, pada tahun 2000-an Kantor Urusan
Agama Pasongsongan dibangun tepat di Desa Pasongsongan Kecamatan
Pasongsongan itu sendiri, Kecamatan Pasongsongan merupakan salah satu
kecamatan diantara 27 kecamatan yang berada di Kabupaten Sumenep.
Sejak berdirinya Kantor Urusan Agama (KUA) Pasongsongan sudah
mengalami perubahan Kepala KUA pada setiap tahunnya diantaranya
adalah:
a. Moh. Hasyim Asya’ari, S.Ag, M.Pd (2001-2005
b. Moh Sadik, S.Ag, MM (2006-2010
c. Hasyim Asya’ari (2010-2011)
d. Imam Mukhlis M.Hi (2012-2014)
e. Nofal (2015-2019)
f. Faisal Haq Imansyah (2020-Sekarang)
2. Letak Geografis KUA Pasongsongan
Secara geografis Kantor Urusan Agama (KUA) Pasongsongan berada

di bagian paling barat di bagian pantai utara Desa Pasongsongan

52
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Kabupaten Sumenep. Kantor Urusan Agama (KUA) Pasongsongan berdiri
di tanah milik Kementerian Agama dengan luas tanah 940 M, panjang
44,55 M, lebar 21,1 M, sementara luas bangunan 90 M dengan kondisi
baik. Kecamatan Pasongsongan adalah suatu wilayah daratan dengan luas
wilayah 119,03 km 2, yang terletak di ketinggian di bawah 500 meter dari
permukaan laut.

Adapun batasan wilayah kecamatan pasongsongan diantaranya:

a. Bagian utara berbatasan dengan laut Jawa

b. Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Ganding dan Kecamatan

Guluk-guluk
c. Bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Ambunten dan Kecamatan

Rubaru dan,

d. Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Pasean yang merupakan
wilayah kabupaten Pamekasan.

Kecamatan Pasongsongan merupakan wilayah daratan dengan luas
wilayah 119,03 km 2, yang terletak pada ketinggian di bawah 500 meter
dari permukaan laut (termasuk daerah dataran rendah). Wilayah
Kecamatan ini terbagi menjadi 10 (sepuluh) desa.

a. Desa terluas yaitu terletak pada desa Prancak dengan memiliki luas

21,62 km 2 atau mencapai 18,17% dari luas total wilayah di

Kecamatan Pasongsongan.
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b. Posisi kedua desa terluas ialah desa Soddara yang memiliki luas 18,64
km2 atau 15,66%. Selanjutnya ialah desa Lebeng Barat dengan luas
wilayah 15,55 km 2 atau 13,07%.

c. Sedangkan desa terkecil dengan luas wilayah 5,93 km 2 atau sekitar
4,98% dari luas Kecamatan, Adalah Desa Padangdangan.

Secara administrasi Kec. Pasongsongan memiliki 10 desa, terdiri dari

68 dusun, sedangkan RT dan RW masih belum aktif secara administrasi.

Dusun terbanyak terletak pada desa Montorna, Prancak, Lebeng Timur,

dan Soddara. Masing-masing setiap desa memiliki 8 dusun, Selanjutnya

desa Lebeng Barat dengan desa Panaongan yang memiliki 7 dusun.

Sementara desa Pasongsongan, Padangdangan, dan Campaka terdiri dari 6

dusun. Sedangkan desa Rajun merupakan desa yang paling sedikit, yaitu

hanya terdiri dari 4 dusun saja™.

. Tugas dan Fungsi

Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu suatu lembaga yang terletak di
wilayah Kecamatan dan memiliki peran strategis dalam mengupayakan
tranformasi serta pemberdayaan sosial kemasyarakatan, oleh karenanya
Kantor Urusan Agama tidak melulu melaksanakan tugas formal saja
melainkan juga sebagai bentuk eksistensi kementerian agama untuk
mengakomodir layanan terhadap publik di bidang agama Islam. Hal ini
sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor, 517 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KUA. Dalam pasal 2 menyebutkan bahwa

>° Fatmawati dkk, Profil Kecamatan Pasongsongan 2017, (Sumenep: Universitas Wiraraja, 2017),

34
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“Kantor Urusan Agama memiliki tugas dalam melaksanakan sebagian
tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama
Islam di wilayah kecamatan”.

Kantor urusan agama atau yang disingkat KUA, sebagaimana yang
telah tertuang dalam KMA di atas, tidak hanya memiliki tanggung jawab
dalam melakukan pelayanan terkait masalah pernikahan dan rujuk saja,
melainkan juga melakukan beberapa tugas yang lain seperti halnya
pembinaan keluarga sakinah, kehidupan keagamaan, kemasjidan, zakat,
perwakafan dan pembinaan haji. Selain itu, KUA memiliki tugas
mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral
maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan, adapun tugas KUA
sebagaimana yang sudah di sebutkan di pasal 2 KMA No 34 Tahun 2016
ialah:

a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi

b. Menyelenggarakan surat-menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah
tangga kantor Urusan Agama Kecamatan

c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina
masjid, zakat wakaf, Baitul mal, dan ibadah, kependudukan dan
keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang telah di tetapkan

Direktur Jendral bimbingan Islam dan penyelenggaraan haji

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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4. Struktur Organisasi KUA Pasongsongan

Kepala KUA
Farsal Hag Imansyah
Tata Usaha
Muhammad Syamsyl
Anfin
Administrasi Operator éﬂmjmm Penjaga Malam
Nurul Hidayat Ulum Muhammad Darus, ; Khowul Mat Saleh
Solithin Anwar

Sumber: Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasongsongan 2021

a. Pelaksana Tupoksi KUA
1) Penghulu dan Tugas Tambahan Kepala : Faisal Hag Imansyah, S.Ag

2) Ketatausahaan dan Kerumah tanggaan : Moh Syamsul Arifin, A. Ma

3) Pengadministrasian : Nurul Hidayat ulum

4) Opertor : Moh Darsu olihin, S.E

5) Penyiap Bahan : Achmad Khoirul Anwar, S.H
6) Penjaga Malam : Mat Saleh

b. Penyuluh Non PNS dan Bidang Garapan

a. Bag. Keluarga Sakinah : Abdul Adim, S. PD.I

b. Bag. NAPZA/HIV AIDS : Moh. Ruslan, S. Pd

c. Bag. Pemberanasan Buta Aksara dan Al-Quran : Ahmad
Bakir, S. Pd. |

d. Bag. Kerukunan Umat Beragama : Abd. Wasik, S. Pd
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e. Bag. Radikalisme dan Sempalan . Amirul Khatib, M. Pd
f. Bag. Produk Halal : Siti Mutmainnah, S. Sy
g. Bag. Zakat : Rosidi Bahri, M. Ag
h. Bag. Wakaf :Mursyidi, M. Ag
5. Visi & Misi
Visi

Kantor Urusan Agama yang profesional dan andal dalam membangun
masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan
Pasongsongan maju Yyang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
berdasarkan gotong royong”.

Misi
a. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
b. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
c. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
d. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
B. Penyajian Data dan Analisis
1. Praktik Nikah Siri Di Wilayah KUA Pasongsongan

Nikah siri yaitu kumpulan dari dua kata yakni nikah dan siri,
pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai
pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan kata siri
memiliki arti rahasia, sehingga pernikahan ini diartikan sebagai pernikahan

yang dirahasiakan. Oleh karenya, perkawinan siri dianggap sebagai
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pernikahan yang dirahasiakan dari negara, dengan cara sengaja tidak
mencatatkannya pada Pegawai Pencatat Nikah. Pengertian tersebut
bermakna bahwa pernikahan siri adalah pernikahan yang tidak di catatkan
pada Pegawai Pencatatan Nikah sehingga negara menganggap bahwa
pernikahannya tidak pernah terjadi, dan segala perbuatan hukum yang
disebabkan karena pernikahan tersebut, dianggap sebagai perbuatan
hukum yang dipraktekkan oleh dua orang yang tidak memiliki ikatan
suami istri yang sah. termasuk anak yang dihasilkan dari luar pernikahan.
Adapun nikah siri yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan
Pasongsongan terbagi menjadi dua yaitu:
a. Nikah siri yang diketahui KUA
Nikah siri merupakan pernikahan yang sulit terdeteksi oleh lembaga
KUA karena dalam praktiknya, pada wilayah KUA Kecamatan
Pasongsongan nikah siri dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan
dilakukan di hadapan kiai yang notabene bukan pejabat KUA. Adapun
nikah siri yang dketahui KUA Kecamtan Pasongsongan berjumlah 86
(Delapan puluh enam), dalam hal ini lembaga KUA Kecamatan
Pasongsongan dapat mengetahuinya melalui pasangan yang ingin
melakukan pengesahan perkawinan (isbad nikah).
b. Nikah siri yang tidak diketahui KUA
Sementara nikah siri yang terjadi dalam masyarakat yang

pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak
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diketahui KUA berkisar 30 (Tiga puluh) praktik nikah siri yang
didapati dari salah satu desa di Kecamatan Pasongsongan.

Adapun yang diwawancari penulis dalam hal ini merupakan
perkawinan yang tidak diketahui oleh lembaga KUA Berikut hasil
wawancara dengan Surinna yang merupakan pelaku nikah siri,
penuturanya adalah sebagaimana berikut:

“Engkok rea tak tao bidena akabin siri ben akabin se nengneng
KUA, can engkok rea mik padeh teryata bide, iye sabben rowa
kok se akabin madhateng kiai ka tang roma, kiai jie se makabin
engkok tapi mateh lah sabben, sededdi wali neng pakabina
engkok rea eppaen engkok dibik, mun se deddi saksi tan taretan
engkok. Ebekto akabin jie tak benyak se dhateng, gun tan
satarenana maloloh, tape dhing la olle bebe rempa areh,
esalameten sambik ngonjheng tatenggeh.®”

Saya ini tidak tau bedanya nikah siri dengan nikah di tempat
KUA, aggapan saya ini sama teryata berbeda. la dulu itu saya
yang menikah mendatangkan kiai ke rumah. Kiai itu yang
menikahkan saya tapi meninggal sudah dulu, yang jadi wali di
pernikahannya saya ini bapaknya saya sendiri, kalau yang jadi
saksi saudara-saudara saya, waktu menikah itu tidak banyak
yang datang, Cuma saudara-saudara saja, tetapi pada saat
perkawinan sudah beberapa hari, dilakukan tasyakuran sambil
mengundang tetangga.

Selanjutnya wawancara dengan Ahmad Rofiki selaku pasangan
nikah siri, yang diwawancarai pada tanggal 27 Juli 2021. Adapun
penuturan dari Amad Rofiki adalah sebagai berikut:

“Mun engkok se akabin rowa prosessa engkok epamunduk
kadek sampek berempa bulen, pondugeh jie tempat pondhugeh
tang bekal, deddi tang bekal rea kan mondhuk dissak le engkok
esoro mundhuk keyah, se elakonin edissah ngabdhi kadek ka

®% Wawancara bersama Surinna selaku pasanga nikah siri pada tanggal 25 Juli 2021
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kyei, bile pas depak ka bekto se esapakaten pas engkok rea
epekabin neng epondhuk benni neng eroma. Semakabin engkok
rea tang kyae dhibik tak madheteng pasapah dari loar, kan
biasana mun dinnak madhateng kiai mun engkok enjek, tapi
engkok dhibik se dhassak. "®*

Kalau saya yang menikah itu prosesnya saya dimondokkan
dulu sampai beberapa bulan, pondok itu tempat pondok
tunangan saya, jadi tunangan saya ini kan mondok disana.
Kemudian saya disuruh mondok juga, yang dikerjakan disana
ngabdi dulu ke kiai, kapan setelah sampai pada waktu yang
disepakati, saya ini dinikahkan di pondok bukan dirumah. Yang
menikahkan saya kiai saya sendiri tidak mendatangkan siapa-
siapa dari luar, yakan biasanya kalau disini mendatangkan Kiai
kalau saya tidak, tapi saya sendiri yang kesana.

Kemudian wawancara dengan Hosniah yang juga merupakan
pelaku nikah siri yang kini hanya tinggal bersama anaknya sedang
keberadaan suaminya berada di luar pulau, wawancara ini dilakukan
pada tanggal 25 Juli 2021 di rumah Hosniah itu sendiri, adapun
penuturan dari hosniah adalah sebagai berikut:

“Engkok akabin siri rea tang pak se ngurusin, eppak rowa
ngonjeng kiai tros epadhateng ka dinnak, tang lakeh rea pas
epakabin ben engkok, area se akabin neng eromana engkok
dibik, benni neng eromana tang lakeh. Mun kok se akabin jie
biasa slametan ka tatangge se semmak.®”

Saya menikah siri ini bapak saya yang ngurusi, bapak itu
mengundang kiai kemudian didatangkan ke sini, suami saya ini
langsung dinikahkan sama saya. Ini yang menikah bertempat di
rumah saya sendiri, bukan di tempat rumah suami saya. Kalau
saya yang nikah itu biasa tasyakuran terhadap tetangga terdekat.

®! Wawancara bersama Ahmad Rofiqgi selaku pasangan nikah siri pada tanggal 27 Juli 2021
®2 Wawancara bersama Ahmad Rofiqgi selaku pasangan nikah siri pada tanggal 25 Juli 2021
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan di atas
bahwa praktik nikah siri yang dilakukan masyarakat wilayah KUA
Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep vyaitu dilakukan
dengan cara mendatangkan seorang tokoh agama (ustad atau Kiai)
untuk ditunjuk sebagai seseorang yang akan menikahkan sedang yang
menjadi wali adalah keluarga dan yang menjadi saksi dari saudara-
saudanya sendiri. Setelah dilaksanakannya akad nikah, keluarga dari
pihak pasangan mempelai mengadakan tasyakuran dengan
mengundang tetangga-tetangga terdekat. Namun, ada juga yang hanya
mengundang saudaranya dalam melakukan tasyakurannya.

Praktik nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan
Pasongsongan Kabupaten Sumenep sebenarnya sudah diaggap
pernikahan yang sah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan Agama
Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat pernikahan, calon pengantin
pria, calon pengantin perempuan, wali, saksi, dan ijab gabul.
Sementara syarat menikah ialah, beragama Islam bagi laki-laki, bukan
laki-laki mahrom bagi calon istri, mengetahui wali akad nikah, tidak
sedang melaksanakan haji, tidak karena paksaan. Jika semua yang
telah disebutkan sudah terpenuhi maka pernikahannya sudah dianggap
sah secara agama Islam. Selain itu, juga sesuai dengan Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) “Perkawinan
adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu”.
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Hanya saja, jika mengacu pada pasal 2 ayat (2) Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka
perkawinan tersebut hanya dianggap sah menurut hukum agama Islam
saja dan tidak sah menurut hukum negara. Sahnya suatu perkawinan di
Indonesia harus dilakukan sebagaimana yang telah di jelaskan dalam
undang-undang perkawinan yaitu perkawinan harus dilakukan dengan
memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilakukan pencatatan
pada Kantor Urusan Agama.

Pencatatan perkawinan ini dilakukan untuk memberikan
perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia itu sendiri, hal
ini merupakan implementasi dari Undang-undang dasar 1945 pasal 1
ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”.
Karena Indonesia merupakan negara hukum, maka pemerintah
memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap
masyarakatnya dalam hal apapun. Perlindungan hukum yang dimaksud
disini adalah jika seseorang menikah dengan tidak mencatatkannya,
maka pernikahan tersebut tidak memiliki bukti bahwa seseorang telah
melangsungkan perkawinan, sedangkan bukti autentik seseorang yang
telah melangsungkan perkawinan harus memiliki akte nikah. Akte
nikah ini hanya didapatkan apabila melakukan perkawinan yang sesuai

dengan undang-undang perkawinan yaitu mencatatkannya di KUA
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bagi yang beragama Islam dan bagi diluar agama Islam di pencatatan
sipil negara.

Selain undang-undang perkawinan, Majlis Ulama Indonesia
(MUI) juga menjelaskan bahwa pernikahan siri banyak menimbulkan
dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkan. Sehingga
melalui Jjtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tahun 2006
menfatwakan bahwa pernikahan siri yang dilakukan sesuai dengan
agama Islam adalah sah, tetapi haram jika terdapat madharrah.
Pernikahan harus dicatat pada intansi yang berwenang sebagai langkah
preventif utuk menolak dampak negatif.

Pernikahan Siri merupakan pernikahan yang tidak memiliki
kekuatan hukum, jika dikemudian hari terdapat suatu permasalahan
dalam rumah tangga seperti halnya perceraian, perselisihan hak waris,
harta gono-gini, negara tidak memiliki wewenang dalam membantu
menyelesaikan permasalahan tersebut, karena pernikahannya dianggap
tidak pernah terjadi. Berbeda dengan pernikahan yang melibatkan
pejabat KUA, pernikahan yang dilangsungkan mendapat perlindungan
dari negara jika terjadi permasalahan suatu saat nanti dan dapat di
proses di Pengadilan.

Dengan adanya fatwa tersebut, selaku umat Islam dipandang
perlu untuk menjadikan suatu pedoman bagi siapapun yang hendak

melangsungkan pernikahan agar sesuai dengan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku dalam Negara Indonesia tentang perkawinan

dan sebisa mungkin menghindari pernikahan siri.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Praktik Nikah Siri

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, dapat

diketahui beberapa faktor terjadinya pernikahan siri di lingkungan KUA

Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

Pertama wawancara bersama Ahmad Rofigi yang diwawancarai

pada 25 Juli 2021 yaitu:

Engkok akabinn siri polana la abekalan ben tang binih sabben,
ben engkok rea terro akabina sedang tang binih sabben gik korang
omorra, etembeng engkok terjerumus ka perzinahan deddi lebbi
memilih akabin siri®.

Saya menikah siri karena sudah tunangan dengan istri saya dulu,
dan say aini ingin menikah sedangkan istri saya dulu masih kurang
umurnya, dari pada saya terjerumus kepada perzinahan jadi lebih
memilih menikah siri.

Selanjutnya wawancara bersama Surinnah selaku pelaku nikah siri

di wilayah KUA kecamatan pasongsongan yang telah diwawancarai oleh

penulis berikut pemaparannya:

Engkok rea tak tao mun akabin siri tak bisa olle sorat nika, engkok
ngira akabin siri rea ye paggun olle sorat nika, deddi kok tak rapah
mele akabin siri®*.

Saya ini tidak tau kalau menikah siri tidak bisa mendapatkan surat
nikah, saya mengira menikah siri ini ya tetap dapat surat nikah, jadi
saya tidak mengapa milih menikah siri.

® Wawancara bersama Ahmad Rofigi selaku pelaku nikah siri pada tanggal 27 Juli 2021
* Wawancara bersama surinnah selaku pelaku nikah siri pada tanggal 25 juli 2021
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Selanjutnya wawancara bersama Mastina selau pelaku nikah siri
berikut pemaparannya:

Awalla engkok tak endhek ka Man polana kan la andik binih, tape
Man rea pas lako ben malem entar ka tang roma, engkok pas
ngucak. Mun jet lebur ka engkok iye majuh akabin bein. Mun
engak rea malolo tak nyaman ka tatangge. Pas marena engkok
ngocak engak jie Man rea pas ngabin engkok. lye engkok tao jek
bininah rea jet tak setuju®.

Awalnya saya tidak mau kepada Man karena sudah punya istri, tapi
Man ini selalu datang kerumah hampir setiap malam. Saya
kemudian bilang kalau memang seneng beneran kepada saya iya
ayo menikah saja. Kalau seperti ini terus menerus tidak enak
kepada tetangga. Setelah saya bilang seperti itu, Man ini lansung
menikahi saya. lya saya tau kalau istrinya Man tidak akan setuju.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan bahwa
faktor terjadinya nikah siri yang dilakukan oleh masayrakat wilayah KUA
Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep adalah:

Pertama, masyarakat lebih melakukan pernikahan siri dari pada
harus mendatangi pengadilan untuk melakukan dispensasi nikah, hal ini
dilakukan kaarena masih ada anggapan bahwa mendatangi pengadilan
merupakan sesuatu yang menakutkan dan ribet, sehingga ketika memiliki
umur yang kurang untuk menikah, lebih memilih menikah dengan
mendatangkan kiai (menikah siri) atau datang kepada kiai saja.

Kedua, nikah siri dilakukan dengan alasan menghindari perzinahan,
kekhawatiran ini banyak dialami oleh kaum pemuda yang mana ia sudah

putus sekolah dan sudah menjalin sebuah hubungan tunangan. Hubungan

® Wawancara bersama Mastina selaku pelaku nikah siri pada tanggal 27 Juli 2021
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yang sudah sangat dekat menimbulkan kekhawatiran yang akan
menyebabkan perzinahan sehingga orang tua mengambil inisiatif untuk
menikahkan terlebih dahulu meski umur calon mempelai masih berada
dibawah umur.

Ketiga, kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum yang
telah diberlakukan oleh negara yakni hukum tentang perkawinan dalam hal
ini Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukam Islam. Di
dalamnya menjelaskan bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan di
Pegawai Pencatatn Sipil. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan untuk
memberi perlindungan hukum terhadap calon mempelai yang hendak
melaksankan perkawinan. Akibat dari kurangnya pemahaman tersebut
nikah siri masih dianggap pernikahan yang biasa saja, sehingga dalam
melaksanakan perkawinan tidak perlu mendatangkan petugas KUA.

Keempat, nikah siri yang dilakukan karena hendak berpoligami
dengan sejumlah alasan lainnya. Seperti halnya yang dilakukan oleh
Mastina dan Man (Pasangan Suami Istri) yang melakukan nikah siri.
Bapak Man seorang laki-laki yang masih berstatus sebagai suami orang
yaitu Bu Jun, entah apa yang melatarbelakangi Man untuk ingin menikah
lagi, berikut penuturan Mastina selaku istri dari bapak Man:

Dari beberapa hasil wawancara di atas yang telah dilakukan
penulis, penulis beranggapan bahwa pernikahan siri yang terjadi di
wilayah KUA Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep terjadi

karena kurangnya program yang dilakukan oleh KUA itu sendiri, sehingga
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menyebabkan masyarakat menikah siri terasa tidak memiliki beban dan
tidak merasa melanggar ketentuan negara, padahal dengan melakukan
nikah siri, peernikahannya tidak dapat dibuktikan bahwa telah melakukan
pernikahan dan dianggap pernikahan yang ilegal oleh negara. Hal ini perlu
pembinaan lebih lanjut yang harus dilakukan mengingat Lembaga KUA
merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh dalam bidang
perkawinan di wilayah kecamatan dan merupakan perwakilan kementrian

agama Kabupaten atau Kota.

. Peran KUA Dalam Meminimalisasi Praktik Nikah Siri

Sesuai dengan amanah undang-undang yang sudah diberlakukan,
Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki tanggung jawab yang besar dalam
mencegah terjadinya penyimpangan perkawinan. Dalam hal ini KUA
harus berperan dalam meminimalisasi pernikahan siri khususnya di
wilayah kecamatan tempat KUA berada. Adapun upaya yang Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasongsongan dalam meminimalisasi
praktik nikah siri seperti yang disampaikan bapak Faisal Hag Imansyah
selaku Kepala KUA Pasongsongan yaitu:

Yang dilakukan Pihak KUA dalam meminimalisasi pernikahan siri
lalah dengan cara sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya
mencatat suatu perkawinan, dampak buruknya terhadap istri dan anak
(keluarga) dan lain-lain. Sosialisasi ini dilakukan oleh penghulu, kebetulan
saya sendiri sebagai penghulu meski juga menjadi kepala KUA. Kegiatan

sosialisasi ini dilakukan saat selesai menikahkan calon mempelai, adapun
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materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini ialah sebagaimana yang
terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Bahwa setiap perkawinan yang dilangsungkan hendaknya dilakukan
laporkan terhadap pihak KUA sehingga KUA dapat mengetahui bahwa
telah terjadi perkawinan, dan mencatatkannya, bukan malah senyap dan
memberitahukan ketika terjadi suatu permaslahan®.

Selanjutnya sosialisasi yang dilakukan pada saat pengajian-
pengajian yang teknisnya diserahkan sepenuhnya kepada bagian penyuluh
agama, adapun yang disampaikan adalah sesuai dengan tugas penyuluh itu
sendiri. Dalam prakteknya, seorang kiai yang menjadi penyuluh di KUA
berpartisipasi dalam kegiatan pengajian masyarakat yang kemudian
menyampaikan tentang pentingnya pencatatan suatu perkawinan dan atau
yang lainnya. Akan tetapi kegiatan tersebut tidak dilakukan secara rutin®’.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperolen dengan cara
wawancara bersama dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) beserta
staf-stafnya, dapat diketahui bahwa pernikahan siri masih rawan terjadi di
wilayah kecamatan Pasongsongan di mana sebagian besar dilakukan oleh
masyarakat yang pendidikannya dapat dikatakan rendah yaitu hanya
sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya
sampai pada Sekolah Dasar (SD) dan bahkan juga dilakukan oleh yang

tidak sekolah sama sekali.

®® Hasil wawancara dengan Bapak Faisal Hag Imansyah selaku Kepala KUA Pasongsongan pada
tanggal 21 Juli 2021 pukul 13:23
*” Hasil wawancara dengan Bapak Faisal Haq Imansyah selaku Kepala KUA Pasongsongan pada
tanggal 21 Juli 2021 pukul 13:23
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Adanya praktik nikah siri yang masih terjadi seperti di atas,
memerlukan langkah yang serius yang harus dilakukan lembaga Kantor
Urusan Agama (KUA) dalam melakukan pencegahan terhadap pernikahan
siri, yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,
melakukan program kerja yang terstruktur dan memahamkan masyarakat
tentang aturan pentingnya mencatatkan suatu perkawinan, hal ini bisa
dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi baik itu dilakukan oleh KUA
ataupun bekerja sama dengan aparatur desa yang menjadi wilayahnya..

Adapun solusi bagi keluarga yang sudah terlanjur menikah siri,
adalah dengan cara melakukan isbat nikah. Isbat nikah ini merupakan
suatu solusi yang efektif untuk mensahkan perkawinan yang telah
dilaksanakan di luar pengetahuan KUA. Seperti halnya yang telah
diungkapkan bapak Faisal Haq Imansyah yang mengatakan bahwa jika
terjadi pernikahan siri maka solusinya adalah menikah lagi di KUA
dengan catatan pernikahan yang telah dilakukan sebelumnya dianggap
tidak terjadi atau dengan melakukan isbat nikah, yaitu permohonan yang
diajukan kepada Pengadilan Agama untuk meminta agar pernikahan yang
telah dilakukan sebelumnya dapat disahkan dan dicatat sesuai dengan
aturan Undang-undang Perkawinan. Dan saya rasa cara inilah yang sangat
efektif.

Adapun persyaratan yang harus terpenuhi oleh seseorang yang

hendak melangsungkan isbat nikah yaitu :
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a. Menyerahkan surat permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama
setempat.

b. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang
menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan

c. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa
pemohon telah menikah

d. Foto Copy KTP permohonan Isbat Nikah

e. Membayar biaya perkara

f. Dan lain-lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan®.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, menurut penulis

kegiatan sosialisasi yang diterapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep untuk meminimalisasi

praktik pernikahan siri yang dilakukan terhadap masyarakat ternyata masih

kurang efektif, khususnya bagi masyarakat yang berada di Desa paling

jauh dari letak KUA tepatnya di daerah yang berbatasan dengan daerah

lain, yaitu desa Lebeng Barat dan lain-lain. Bahkan terkadang KUA

sendiri tidak mengetahui telah terjadi pernikahan siri yang dilakukan oleh

masyarakat. Maka tak heran jika masih ditemukanya masyarakat yang

tidak berkeinginan mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama

(KUA) yang disebabkan para pelaku tidak mengetahui dampak dari

pernikahan yang dilakukan tersebut.

*®*Hasil wawancara dengan Bapak Faisak Hagq Imansyah selaku Kepala KUA Pasongsongan pada
tanggal 21 Juli 2021 pukul 13:23
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Akan tetapi, pihak KUA Pasongsongan mengaku akan berupaya
semaksimal mungkin dalam melakukan program-program yang lebih
terarah dan dapat memberi manfaat dan memberikan pelayanan yang baik
bagi seseorang yang hendak melaksanakan suatu perkawinan. Serta
memberikan pengetahuan yang lebih tentang teknis-teknis perkawinan
sebagaimana yang sudah diamanahi Undang-undang No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.

C. Temuan Lapangan
1. Praktik Nikah Siri di Wilayah KUA Kecamatan Pasongsongan

Praktek nikah siri dalam teorinya adalah pernikahan yang
dilaksanakan hanya dengan dihadiri oleh saksi, wali dan dilakukan secara
sembunyi-sembunyi, tidak semua orang mengetahuinya. Sedangkan proses
pelaksanaannya dilakukan dengan cara mengundang kiai keruahnya calon
mempelai agar bersedia menikahkan. Akan tetapi dalam wilayah KUA
Kecamatan Pasongsongan dalam melaksanakan nikah siri, masyarakat
melakukannya dengan cara terbagi menjadi dua sebagaimana berikut:

Pertama, seseorang yang hendak melakukan pernikahan siri tanpa
susah payah mengurusi administrasi perkawinan, melainkan hanya
mendaktangkan kiai ke rumah dan kemudian kiai tersebut menikahkanya.
Perkawinan tersebut hanya dihadiri oleh wali, saksi atau bahkan
saudaranya saja, tidak dipublikasi kepada masyarakat umum bahwa telah

melaksanakan perkawinan.
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Kedua, hampir sama dengan sebelumnya yakni sama-sama
menikah di hadapan kiai namun dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini
calon mempelai mendatangi kiai bukan mendatangkannya kerumah calon
mempelai. Meminta kepada Kkiai agar bersedia menikahkan dengan
pasangan yang telah dipersiapkannya.

. Faktor-faktor terjadinya nikah siri

Dalam teorinya terjadinya nikah siri dilatar belakangi oleh beberapa
hal diantaranya adalah:

a. Hamil di luar nikah, akibat dari pergaulan yang tidak terkontrol oleh
orang tua mengakibatkan seorang anak hamil di luar nikah, karena
sudah terlanjur hamil maka orang tua pun memaksa agar anaknya
melangsungkan  pernikahan terhadap laki-laki yang sudah
mempersuntingnya. Hal ini dilakukan untuk menanggung beban malu
kepada masyarakat.

b. Tidak ada izin dari istri
Perkawinan yang akan dilakukan kedua kalinya atau berpoligami dapat
dilakukan dengan cara mendapat izin dan istri yang sebelumnya
sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang
No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika ingin memperoleh izin
harus melakukan permohonan kepada pengadilan agama yang

berwenang di daerah temapt tinggalnya.
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Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi satu diatara penyebab terjadinya pernikahan
siri, karena seringkali masalah ekonomi ini menjadi sorotan
masyarakat dalam melaksanakan perkawinan. Pernikahan yang
dilakukan di KUA harus mengeluarkan biaya yaitu sebesar Rp.600.000
(Enam Ratus Ribu Rupiah), berbeda dengan menikah siri yang hanya
dilakukan di depan kiai atau ustad tanpa mengeluarkan biaya.
Sehingga banyak masyarakat melakukan nikah siri karena dirasa lebih
mudah dan tidak perlu mengeluarkan biaya.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan
pernikahan

Kurangnya pemahaman masyarakat yang masih minim terkait
pentingnya mencatatkan suatu perkawinan menimbulkan suatu
anggapan yang tidak relevan dengan ketentuan undang-undang tentang
perkawinan. Adanya anggapan tersebut, masyarakat menganggap sama
antara pernikahan yang dicatatkan dengan yang tidak dicatatkan.
Padahal telah jelas dalam undang-undang perkawinan yaitu; “Tiap-tiap
perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang sudah
diamandemen dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perkawinan. Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat yang

beragama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama
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(KUA). Sedang teruntuk masyarakat yang beragama diluar non Islam,
percatatan dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS)
e. Poligami
Jika dikaitkan, hubungan poligami dengan nikah siri memiliki
hubungan yang erat, terutama pada saat makna nikah siri dipahami
sebagai perikahan yang diam-diam (tanpa sepengetahuan pemerintah
melalui pegawai pencatat nikah). Disebut poligami jika seorang laki-
laki melakukan pernikahan lebih dari seorang orang istri dalam satu
waktu. Selanjutnya patut menjadi pertanyaan adalah apa hubungannya
antara nikah siri dengan poligami. Poligami bukanlah suatu prinsip
yang wajib dilaksanakan di dalam Syariah Islam sehingga boleh
menyebabkan berdosa jika tidak mengamalkannya. Poligami hanya
merupakan perkara khusus untuk memberikan keringanan dalam
keadaan darurat. Jelasnya bahwa meskipun bahasa yang digunakan di
dalam ayat di atas berunsur perintah, bukan berarti bermakna wajib
untuk dilaksanakan. Kalaupun ada yang melaksanakan, tentu bagi yang
bersangkutan berlaku syarat-syarat tertentu
Sedangkan faktor- faktor yang melatarbelakangi terjadinya
pernikahan siri di  wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pasongsongan Kab. Sumenep adalah sebagaimana berikut:
Pertama, masyarakat lebih memilih menikah siri dari pada harus
mendatangi pengadilan untuk melakukan dispensasi nikah, hal ini

dilakukan kaarena masih ada anggapan bahwa mendatangi pengadilan
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merupakan sesuatu yang menakutkan dan ribet, sehingga ketika memiliki
umur yang kurang untuk menikah, lebih memilih menikah dengan
mendatangkan kiai (menikah siri) atau datang kepada kiai saja.

Kedua, nikah siri dilakukan dengan alasan menghindari perzinahan,
kekhawatiran ini banyak dialami oleh kaum pemuda yang mana ia sudah
putus sekolah dan sudah menjalin sebuah hubungan tunangan. Hubungan
yang sudah sangat dekat menimbulkan kekhawatiran yang akan
menyebabkan perzinahan sehingga orang tua mengambil inisiatif untuk
menikahkan terlebih dahulu meski umur calon mempelai masih berada di
bawah umur.

Ketiga, kurangnya pemahan masyarakat tentang hukum yang telah
diberlakukan oleh negara yakni hukum tentang perkawinan dalam hal ini
Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukam Islam. Yang
didalamnya menjelaskan bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan di
Pegawai Pencatatan Sipil. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan untuk
memberi perlindungan hukum terhadap calon mempelai yang hendak
melaksanakan perkawinan. Akibat dari kurangnya pemahaman tersebut
nikah siri masih dianggap pernikahan yang biasa saja, sehingga dalam
melaksanakan perkawinan tidak perlu mendatangkan KUA.

Keempat, rendahnya perndidikan yang ditempuh masyarakat
wilayah kecamatan Pasongsongan, di mana pelaku nikah siri banyak
diantara mereka adalah orang-orang yang bersekolah hanya sampai

Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas saja. Mereka tidak mengetahui
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mendalam tentang pentingnya mencatatkan suatu perkawinan di Kantor
Urusan Agama.

Kelima, nikah siri yang dilakukan karena hendak berpoligami
dengan sejumlah alasan lainnya. Poligami ini dilakukan karena tidak
mendapat izin menikah lagi dari istri yang pertama, kemudian ia memaksa
menghadirkan kiai dan meminta untuk menikahkannya. Sehingga
pernikahan tersebut dilakukan tanpa seizin istri yang sah sebelumnya.

. Peran KUA Kecamatan Pasongsongan

Setelah mendapatkan berbagai data baik dari informan atau
narasumber berkaitan dengan hal yang diteliti oleh penulis, ada beberapa
temuan yang didapatkan dalam penelitian ini. Secara teori menyebutkan
bahwa Kantor Urusan Agama memiliki peran sentral dalam mengurusi
bidang perkawinan dan lain-ain. Kantor Urusan Agama dalam hal ini
memiliki tugas dan fungsi sebagaimana yang telah tercantum dalam
Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 yang didalamnya memuat
seputar sepuluh tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu:

a. Menyelenggarakan proses pencatatan akad nikah
b. Penyususnan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
c. Sebagai pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA

Selain tugas Kantor Urusan Agama (KUA) di atas, tugas kepala
KUA meliputi:

a. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah

b. Pelayanan bimbingan kemasjidan
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c. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah

d. Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam

e. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf

f. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA, serta

g. Memberikan layanan bimbingan manasik haji bagi jemaah haji
reguler.®

Dari beberapa teori yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa
usaha yang memiliki kesamaan dengan beberapa teori di atas yang
dilakukan oleh narasumber dalam mewujudkan tanggung jawabnya selaku

lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang perkawinan, tepatnya di

Wilayah Kecamatan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.

a. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang penting tidaknya
pencatatan suatu perkawinan dan dampak buruknya terhadap istri dan
anak. Sosialisasi ini dilakukan pada saat selesai melakukan menihkan
seseorang dan berlangsung di tempat pernikahan tersebut terjadi.

b. KUA Pasongsongan melakukan penyuluhan yang mana teknis
pelaksanannya diserahkan sepuhnya kepada penyuluh itu sendiri,
namun pada umumnya disampaikan ketika ada pengajian di desa-desa,
penyuluh mengambil kesepatan penyampaikan tentang apa saja yang
tidak boleh dilakukan dalam bidang keagamaan.

Praktik nikah siri yang dilakukan olen masyarakat dianggap

bertentangan dengan ketentuan hukum tentang perkawinan yakni

®https://kemenagtuban.com/2021/03/19/tugas-kua-bukan-hanya-pencatat-nikah/  diakses pada
tanggal 23 Agustus 2021 jam 21:26
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Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Nikah siri
dalam praktiknya dilakukan dengan hanya kesepakatan pasangan
suami istri saja dan hanya mengahadirkan dua orang wali dan saksi,
dan dilakukan tanpa menghadirkan pejabat KUA, atau dengan kata lain
dilakukan secara diam-diam. Sehingga perkawinan tersebut tidak
memiliki legal formal dalam hukum positif sebagaimana yang telah
diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan.
Perkawinan siri masih terjadi di wilayah kecamatan Pasongsongan
Kabupaten Sumenep, dan jika dikaji berdasarkan aturan tentang
perkawinan, hal tersebut merupakan perbuatan yang ilegal. Dalam
undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud
dengan perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan yang maha esa. Kapan perkawinan dianggap sah? Pasal 2
Ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”
kemudian didalam pasal yang sama ayat selanjutnya mewajibkan agar
setiap perkawinan harus dicatatkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat

5570

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”™ sedangkan

perkawinan siri merupakan perkawinan yang hanya dilakukan dengan

®Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat 2.



79

mengahadirkan Kkiai saja tanpa menghadirkan pejabat dari Kantor
Urusan Agama.

Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang
sangat urgen dalam kehidupan masyarakat. Kantor Urusan Agama
(KUA) merupakan lembaga perwakilan kementerian agama yang
memiliki tanggung jawab di wilayah kecamatan juga ikut serta dalam
menertibkan perkawinan yang masih dianggap menyimpang dalam

pelaksanaannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dari bab-bab

sebelumya di atas, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa peran Kantor

Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir Praktek Nikah Siri di Kecamatan

Pasongsongan Kabupaten Sumenep vyaitu :

1.

Praktik Nikah Siri di Kecamatan Pasongsongan

Praktik nikah siri yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Pasongsongan
dilakukan dengan cara mendatangkan seorang kiai yang ditunjuk sebagai
penghulu dalam melakukan akad nikah, proses pelaksanaannya dilakukan
tanpa melibatkan pejabat KUA. Pernikahan seperti ini sangatlah tidak
sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang mewajibkan semua perkawinan harus dicatatkan, proses
pencatatan tersebut hanya diperolen apabila pernikahan yang
dilaksanakan diketahui oleh pejabat Kantor Urusan Agama selaku
lembaga berwenang dalam perkawinan. Selanjutnya jika mengacu pada
Fatwa Majlis Ulama Indonesaia (MUI) Paktik nikah siri merupakan
pernikahan yang sah secara agama Islam, akan tetapi jika terdapat suatu
kemudaratan dianggap pernikahan yang haram untuk dilakukan. Sehingga
pernikahan siri dianggap pernikahan yang mudharat karena akan

menimbulkan dampak bagi istri dan anak.

80
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2. Faktor-faktor Terjadinya Praktik Nikah Siri di Kecamatan Pasongsongan
Faktor terjadinya praktik nikah siri di Kecamatan Pasongsongan terbagi
menjadi tiga yaitu, untuk menghindari perzinahan, alasan untuk
melakukan poligami karena tidak dapat izin istri pertama, dan kurangnya
pemahaman tentang aturan perkawinan.

3. Peran Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Praktik Nikah Siri
a. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya

pencatatan suatu perkawinan dan dampak buruknya terhadap istri dan
anak (keluarga). Sosialisasi ini dilakukan pada saat selesai menikahan
calon pengantin, setelah penghulu selesai mengakad, kemudian
menyampaikan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan
amanah undang-undang yakni dicatat di kantor urusan agama,
ketentuan umur menikah dan lain-lain.

b. Penyuluhan pencataan pernikahan dan keluarga sakinah, dalam hal ini
dilakukan penyuluh agama itu sendiri, namun terkait teknisnya
diserahkan sepenuhnya kepada tim penyuluh dan pada umumnya
sosialisasi dilakukan pada saat pengajian-pengajian berlangsung di
Desa.

c. Pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan Kantor Urusan Agama
(KUA) dalam meminimaslisasi pernikahan siri dilakukan oleh
Penghulu sebagai pejabat yang memiliki tugas menikahkan suatu

perkawinan.
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B. Saran
1. Kepada masyarakat wilayah Kantor Urusa Agama (KUA) Kecamatan

Pasongsongan hendaknya terus meningkatkan pengetahuannya terutama

dalam bidang perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-

undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta menjalankan
perkawinan sesuai dengan atauran yang telah ditetapkan agar terjamin
penertiban perkawinan dan ketertiban administrasi perkawinan.

2. Kepada Kantor Urusan Agama

a. (KUA) Pasongsogan Kabupaten Sumenep selaku lembaga yang
memiliki tanggung jawab penuh dalam perkawinan hendaknya selalu
memberikan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat dan
jangan pernah bosan untuk selalui mencerdaskan masyarakat dengan
cara program-program yang relevan dengan keinginan masyarakat.

b. Lebih memperhatikan lagi terhadap masyarakat yang menjadi
tanggung jawabanya Kkhususnya tentang kurangnya pemahaman
mengenai perkawinan, batas usia menikah, larangan menikah di luar
KUA dan perihal penyimpangan-penyimpangan dalam bidang
perkawinan

c. Pejabat KUA lebih memfungsikan lagi penyuluh-penyuluh yang telah
dibentuk dengan program yang lebih terencana supaya target dan

tujuan yang akan di peroleh KUA dapat terealiasi dengan baik.
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